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DEFINISI  
 

“masyarakat yang terkena dampak” berarti masyarakat yang diuntungkan maupun dirugikan 
oleh suatu proyek atau program bantuan Asian Development Bank (ADB). 
 
“penilaian kelayakan” berarti perjalanan dinas atau kegiatan yang setara untuk menilai 
kelayakan, atau apabila perjalanan dinas tidak diperlukan, “penilaian” berarti rapat tinjauan 
manajemen atau kegiatan yang setara. 

“Dewan” mengacu pada Dewan Direksi ADB, kecuali jika ada acuan lain yang diberikan secara 
rinci. 
 

“peminjam”, jika diterapkan pada proyek negara, berarti penerima bantuan ADB. 

“klien”, jika diterapkan pada proyek non-negara, berarti peminjam,  penerima jaminan, manajer 
dana,  perusahaan tempat investasi dilakukan, atau entitas serupa di mana ADB memberikan 
pinjaman, jaminan, atau investasi. 
 
“penyelesaian” suatu dokumen dimaksudkan sebagai persiapan sampai pada dan mencakup 
tahap di mana dokumen tersebut memenuhi syarat yang diajukan oleh departemen ADB yang 
bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumen tersebut. 
 
 
“laporan akhir” berarti laporan yang (i) secara resmi diajukan ke ADB sebagai laporan akhir; (ii) 
telah dinyatakan mempunyai mutu yang memadai oleh ADB dan dapat dipergunakan untuk 
mempersiapkan sebuah proyek atau program bantuan ADB; dan (iii) tidak memerlukan 
perubahan apapun. 
 
“informasi historis” berarti informasi yang berkaitan dengan proyek bantuan ADB, kebijakan, 
strategi  dan kegiatan umum yang telah melampaui 20 tahun sejak informasi tersebut dibuat 
oleh atau diberikan kepada ADB.  

"produk pengetahuan" mengacu pada analisa serta penilaian menurut tema dan sektor yang 
akan menginformasikan persiapan strategi kemitraan negara atau strategi kerja sama regional, 
termasuk pemutakhiran produk pengetahuan serupa. 

"proyek non-negara" berarti proyek yang dibiayai oleh pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, 
atau pengaturan pembiayaan lainnya yang (i) tidak dijamin oleh negara atau pemerintah, atau 
(ii) dijamin oleh negara atau pemerintah dengan persyaratan yang tidak memungkinkan ADB,  
ketika ada cidera janji penjamin, untuk mempercepat, menahan, atau membatalkan pinjaman 
lain atau jaminan antara ADB dan negara yang terkait.  

“proyek” meliputi proyek dan program yang dibiayai dan/atau dikelola oleh ADB, termasuk 
bantuan teknis, dan komponennya terlepas dari sumber pembiayaannya.  

"negara" berarti negara anggota yang relevan.  

"proyek negara" berarti setiap proyek yang dibiayai oleh pinjaman, hibah, atau pengaturan 
pembiayaan lain yang (i) diberikan kepada suatu negara; atau (ii) dijamin oleh suatu negara. 



 

 

“pada saat” persetujuan, penyampaian, penyelesaian, pengesahan, pembahasan, penerbitan, 
penerimaan atau penyerahan, diartikan sebagai sesegera mungkin untuk dilaksanakan dan 
tidak lebih dari 2 minggu (14 hari kalender) setelah tanggal persetujuan, penyampaian, 
penyelesaian, pengesahan, pembahasan, penerbitan, atau penyerahan tersebut. 



 

 

CATATAN 
 

Kebijakan Komunikasi Publik, dalam naskah asli bahasa Inggrisnya, menggunakan kata will, yang 
diterjemahkan sebagai “akan”. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ADB bermaksud melaksanakan 
tugas dan aktivitas tertentu. Sedangkan shall, diterjemahkan sebagai “berkewajiban” atau “wajib” 
untuk menunjukkan kepatuhan  ADB pada kewajiban-kewajibannya yang dapat ditinjau .  
  

 
 
 

 



 

   

DAFTAR ISI  

                Halaman 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF   

I.          PENGANTAR          1                                  

II. KECENDERUNGAN GLOBAL BELAKANGAN INI DALAM HAL  

KOMUNIKASI PUBLIK                   3 
                 

III. PENGALAMAN ADB DALAM KOMUNIKASI PUBLIK                   3 
A. Ikhtisar Kebijakan                       4 
B. Penilaian Pelaksanaan Kebijakan                 4 

                 
                 

IV. KEBIJAKAN                    9 

                    

V. STRATEGI                    
12 

A. Hubungan Eksternal                 12 

B.  Akses yang Lebih Baik Untuk Mendapatkan Informasi   
    Tentang Kegiatan Operasional ADB 

VI. PENGATURAN PELAKSANAAN                  
36 

A. Peran dan Tanggung Jawab                36 
B. Prosedur untuk Mendapatkan Informasi                         41 
C. Pemantauan dan Pembuatan Laporan              43 
D. Tinjauan dan Perubahan                43 

 
VII. TINJAUAN KEPATUHAN                             
44 

LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                          45   
 

 1.Pengungkapan Informasi pada Bank-Bank Pembangunan Multilateral Lain      45 

 
 2. Kerangka Kerja Hasil untuk Kebijakan Komunikasi Publik ADB                         50



 

   

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kebijakan Komunikasi Publik (Kebijakan) Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah dokumen 
yang terus berkembang yang memandu upaya institusi ini untuk bersikap transparan dan 
akuntabel kepada masyarakat yang dilayaninya. Kebijakan ini mengakui bahwa transparansi 
dan akuntabilitas sangat penting untuk efektivitas pembangunan. Visi ADB tentang Asia dan 
Pasifik yang bebas dari kemiskinan tidak dapat dicapai jika para pemangku kepentingan tidak 
memahami dan mendukung peran ADB dan kegiatannya di wilayah tersebut.  
 
Kebijakan ini mencakup pengungkapan informasi dan hubungan eksternal, sehingga 
menjadikannya sebuah dokumen pedoman yang komprehensif untuk memberikan informasi 
dan melibatkan pemerintah negara-negara anggota, para pemuka pendapat dan pengambil 
keputusan, masyarakat sipil, akademisi, media, dan orang-orang yang merasa terkena dampak 
dari kegiatan-kegiatan ADB. Ini merupakan dasar dari tata kelola kelembagaan ADB yang 
mengakui hak masyarakat untuk mencari, mengakses, dan memberikan informasi tentang 
kegiatan ADB, dan mengakui pentingnya peran komunikasi dalam menggalakkan transparansi 
dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga sangat penting dalam evolusi ADB sebagai lembaga 
pembelajaran, dan dalam komitmen ADB untuk menciptakan, menerapkan dan berbagi ilmu 
pengetahuan tentang pembangunan di Asia dan Pasifik. ¶ 
 
Perlunya dilakukan pembaruan.  Ketika diadopsi pada bulan April 2005, Kebijakan ini 
dianggap progresif dan paling depan diantara praktek-praktek terbaik yang dilakukan bank-bank 
pembangunan multilateral (MDB) . Sejak saat itu, ADB telah membuat langkah yang sangat 
berarti dalam upaya  komunikasi publik. Sebagai contoh, jumlah dokumen yang dimuat di situs 
ADB telah meningkat sebesar 125% sejak tahun 2005. Penerjemahan dokumen ADB juga telah 
meningkat secara signifikan. Manajemen  dan staf senior ADB telah sangat proaktif dalam 
hubungan eksternal, baik manajemen maupun  staf semakin banyak diminta memberikan 
keahlian mereka dalam pembangunan di Asia dan Pasifik. ADB juga telah melakukan dua 
survei global melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengukur persepsi mereka 
terhadap kinerja dan komunikasi ADB. Kebijakan ini telah membawa perubahan budaya yang 
sedemikian besar dalam pengungkapan informasi ADB, sehingga sekarang hal ini dianggap 
sebagai prosedur operasi standar untuk semua proyek ADB. Dalam Laporan Akuntabilitas 
Global  tahun 2007 yang diterbitkan oleh One World Trust, ADB menerima nilai 100% dalam 
"praktek yang baik" dalam hal transparansi. 
 
Meskipun telah banyak kemajuan, ADB berkomitmen untuk melakukan upaya-upya yang lebih 
besar di masa depan. Langkah untuk meningkatkan transparansi telah mendorong harapan 
publik yang lebih tinggi, dan ADB harus merespon dengan tindakan yang nyata. Kebebasan 
informasi sekarang dianggap sebagai hak global, dan ADB dapat menjadi model bagi negara-
negara anggota dalam membuat undang-undang kebebasan informasi. Teknologi baru seperti 
jaringan sosial dan aplikasi mobile membuka peluang baru bagi ADB untuk menjangkau 
khalayak yang dituju. Bersamaan dengan itu, ADB mengakui bahwa banyak kelompok-
kelompok pemangku kepentingan yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan teknologi dan 
oleh karena itu metode komunikasi yang lebih tradisional  tetap penting untuk mencapai 
keberhasilan. Strategi jangka panjang ADB untuk tahun 2020, yang disetujui pada tahun 2008 
mensyaratkan agar  semua kebijakan dan strategi lainnya diselaraskan dan menyediakan 
kerangka kerja yang mencakup komunikasi. Selain itu, Kebijakan Komunikasi Publik tahun 2005 
menetapkan agar dilakukan tinjauan terhadap Kebijakan secara menyeluruh setelah 5 tahun 
pelaksanaannya. ¶ 
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 Oleh karena itu, ADB memulai tinjauan pada bulan Februari 2010 untuk menilai 
efektivitas pelaksanaan Kebijakan dan untuk merekomendasikan perubahan yang diperlukan. 
Tinjauan tersebut secara aktif melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi yang 
berkepentingan. Rancangan konsultasi Kebijakan yang pertama yang telah  didiskusikan secara 
luas dengan berbagai pemangku kepentingan di sejumlah negara-negara anggota ADB di 
dalam maupun di luar Asia dan Pasifik, telah diterbitkan pada bulan Juni 2010. Draft konsultasi 
ini mempertimbangkan berbagai komentar yang diterima. Temuan dari survei persepsi para 
pemangku kepentingan secara global  yang dilakukan ADB juga dipertimbangkan. 
 
Penegasan terhadap pendekatan dan implementasi secara umum. Temuan awal dari 
tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa Kebijakan ini secara mendasar  baik dan telah 
diterapkan dengan baik. Dengan demikian, Kebijakan ini terus mendukung anggapan yang 
berpihak pada pengungkapan informasi, kecuali jika ada alasan kuat untuk tidak 
mengungkapkan informasi sesuai dengan pengecualian Kebijakan. Untuk memastikan bahwa 
kegiatan ADB mempunyai dampak pembangunan yang maksimal, Kebijakan ini akan terus 
mendorong :  
 
• Komunikasi secara proaktif mengenai misi ADB untuk memerangi kemiskinan di Asia dan 
Pasifik, dan kegiatan, kebijakan, strategi, serta tujuan-tujuan ADB, di kalangan konsituen ADB 
dan para pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat umum;  
• Berbagi pengetahuan dan hasil pembangunan, sejalan dengan pendekatan ADB dalam 
manajemen yang berbasis hasil, untuk memperkuat akuntabilitas, menyediakan gambaran yang 
jelas dan seimbang tentang pekerjaannya, dan menyebarkan penelitian ADB dan solusi 
pengetahuan dengan lebih efektif. ¶  
• Pembangunan partisipatif dan komunikasi dua arah untuk memfasilitasi meningkatnya 
partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek ADB dengan menyediakan informasi tentang 
proyek secara jelas dan relevan dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan proyek, 
termasuk orang-orang yang terkena dampak. 
• Transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, mendukung 
tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjadi contoh positif dalam hal 
transparansi dan bertindak secara konsisten sejalan dengan saran-saran yang diberikannya 
kepada neagra-negara anggota tentang hal-hal yang berkaitan dengan transparansi. 
 
Pembaharuan terhadap kebijakan . Tinjauan  ini juga mengidentifikasi dimana perubahan 
perlu dilakukan  untuk menjaga agar ADB tetap berada di puncak praktik terbaik. Pembaharuan 
yang utama adalah sebagai berikut:  
 

• Panel Banding Independen ditambahkan. Selain Komite Penasehat Pengungkapan 
Informasi Publik (PDAC), yang merupakan mekanisme pengaduan internal yang ada 
untuk permintaan-permintaan informasi yang ditolak, ADB akan memperkenalkan 
sebuah panel banding independen sebagai lapisan kedua untuk meningkatkan 
kredibilitas dan fungsi dari proses banding. 

 
• Pengecualian diklarifikasi dan uji kerugian diterapkan. Daftar pengecualian untuk 

pengungkapan informasi  telah diklarifikasi. Butir-butir utama telah ditambahkan untuk 
menyoroti 10 jenis informasi yang dikecualikan dalam pengungkapan informasi. 
Konsisten dengan anggapan Kebijakan yang mendukung pengungkapan informasi, 
pembaharuan ini menjelaskan bahwa dalam memutuskan tentang informasi apa yang 
bisa diungkapkan, ADB akan menimbang manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi  
akibat dari pengungkapan  informasi terhadap pihak atau kepentingan tertentu . 

 



 

 

iii 

• Peningkatan akses terhadap pengambilan keputusan Dewan Direktur ADB.  
Beberapa dokumen  Dewan Direktur ADB  (Dewan) yang terpilih akan diungkapkan 
secara bersamaan kepada publik dan kepada Dewan, sebelum Dewan 
mempertimbangkannya. Ini termasuk usulan pinjaman untuk proyek negara; proposal 
akhir dari strategi kemitraan negara jika pengungkapan awal tersebut disetujui oleh 
negara anggota; dan proposal akhir dari makalah kebijakan dan strategi harus 
dikonsultasikan pada publik dengan syarat bahwa makalah dalam bentuk draft telah 
ditinjau oleh Dewan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan 
dalam proses pengambilan keputusan di ADB. Transkrip verbatim rapat Dewan juga 
bisa diungkapkan kepada publik setelah 10 tahun.  

 
• Memperkuat komunikasi dalam proyek-proyek. Draft konsultasi kebijakan yang ada 

saat ini memperkuat keterlibatan dengan orang-orang yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan lain di seluruh siklus proyek dengan menjamin bahwa 
komunikasi yang penting dan komponen-komponen berbagi informasi diintegrasikan ke 
dalam proyek-proyek dan program-program bantuan ADB. Hal ini akan dilakukan 
dengan menunjukkan (i) jenis informasi yang diungkapkan, (ii) mekanisme untuk 
menyampaikan pemberitahuan kepada publik termasuk bahasa dan waktu, dan (iii) 
tanggung jawab untuk melaksanakan serta mengawasi pengungkapan dan penyebaran 
informasi. 

 
 
• Strategi hubungan eksternal diperbarui. Strategi hubungan eksternal ADB 

menggarisbawahi perlunya ADB untuk mengintensifkan komunikasi dengan 
khalayaknya untuk menanggapi perubahan organisasi dan tantangan pembangunan 
yang terus berkembang di kawasan. Strategi yang diperbarui akan menjamin  bahwa 
upaya komunikasi ADB semakin efektif dan sepenuhnya selaras dengan Strategi 2020. 
ADB juga akan tanggap terhadap perubahan harapan para pemangku kepentingan, dan 
evolusi teknologi serta praktik-praktik komunikasi yang begitu cepat. 

 
• Perubahan lain. Revisi lainnya meliputi klarifikasi bahasa, pembaruan, penyelarasan 

dengan proses baru bisnis ADB, pengungkapan publik tentang remunerasi Manajemen, 
terjemahan ringkasan informasi proyek ke dalam bahasa nasional yang relevan agar 
para pemangku kepentingan dalam negri dapat memahami lebih baik tentang proyek-
proyek ADB dan hak prerogatif ADB untuk membatasi akses terhadap informasi dalam 
keadaan luar biasa. 
 
Komite Penasehat Pengungkapan Informasi Publik (PDAC) akan terus menafsirkan, 

memantau, dan meninjau persyaratan pengungkapan informasi dalam Kebijakan. Tanggung 
jawab keseluruhan untuk kegiatan informasi publik dan pelaksanaan serta penerapan Kebijakan 
secara konsisten tetap berada pada Departemen Hubungan Eksternal (DER). Unit informasi  
(InfoUnit)  DER memberikan saran dan interpretasi Kebijakan, dan memantau persyaratan 
Kebijakan. 

 
ADB tetap  berkomitmen secara tegas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

tentang ADB dan tantangan pembangunan di kawasan. Dengan menyediakan gambaran yang 
jelas dan seimbang tentang pekerjaan ADB  dan hasilnya di kawasan Asia dan Pasifik kepada 
masyarakat dan dengan menyebarluaskan secara lebih efektif pengetahuan tentang 
kegiatannya, ADB dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam pembangunan.  



 

   

I.  LATAR BELAKANG 

1.   
Misi ADB adalah membantu secara substansial negara-negara berkembang anggota 

nya (DMC) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
mereka. Meskipun kawasan ini telah mencapai banyak keberhasilan, namun kawasan ini tetap 
dihuni oleh dua pertiga penduduk miskin di dunia: 1,8 miliar orang hidup dengan kurang dari $ 2 
per hari, termasuk 903 juta orang yang kesulitan hidup dengan kurang dari $ 1,25 per hari. ADB 
berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan yang berkelanjutan, dan integrasi regional. 
 
2.   

Untuk bisa menjadi efektif, ADB harus bekerja dengan berbagai orang dan organisasi. 
Untuk menjaga hubungan yang kuat dan produktif dengan para pemangku kepentingan, ADB 
harus berkomunikasi secara efektif tentang upayanya memerangi kemiskinan dan mendukung 
pembangunan di kawasan. Untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk mendukung 
pembangunan partisipatif, ADB harus menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dengan jalan 
berbagi informasi secara proaktif dan dengan mencari umpan balik dari semua pemangku 
kepentingan. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada proyek-proyek yang lebih efektif dan 
berkelanjutan. ADB juga harus menanggapi permintaan informasi dari para pemangku 
kepentingan. 
 
3. Komunikasi publik yang proaktif sangat penting dalam membangun kemitraan untuk 
pembangunan, seperti diakui dalam kerangka kerja ADB untuk pengelolaan pengetahuan.1 
Strategi ADB 2020: Kerangka Kerja Strategis jangka panjang ADB 2008-20202 juga mengakui 
pentingnya akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dalam kegiatan dan aktivitas ADB . 
Meningkatnya transparansi juga sangat penting bagi tujuan Deklarasi Paris tentang Efektifitas 
Bantuan.3 Sebagai penandatangan dari Inisiatif Transparansi Bantuan Internasional, sebuah 
inisiatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat akses terhadap 
informasi mengenai bantuan, ADB telah menegaskan kembali komitmennya untuk 
mengungkapkan informasi tentang bantuan secara teratur, terinci dan tepat waktu untuk 
meningkatkan efektifitas bantuan dalam mengurangi kemiskinan. 
 
4.   Kebijakan Komunikasi Publik (Kebijakan) ADB saat ini berpijak pada transparansi, 
keterbukaan, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang proaktif. Kebijakan tahun 2005, yang 
menggantikan kebijakan yang terpisah tentang informasi dan pengungkapan, menciptakan 
sebuah pendekatan yang lebih kuat dan fokus tentang upaya-upaya komunikasi ADB dan 
menggambarkan pergeseran paradigma dalam institusi tentang peran hubungan eksternal. 
Dengan memasukkan Kerangka Penilaian Kinerja di dalam Kebijakan, maka Kebijakan tersebut 
juga menetapkan standar baru yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemajuan dalam  
mencapai tujuan komunikasi. 
 

                                                
1
 ADB. 2004. Knowledge Management in ADB. Manila. 

2
 ADB. 2008.The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008–2020. Manila. 

3
 Didukung pada tanggal 2 Maret 2005 oleh lebih dari 100 negara dan organisasi-organisasi pembangunan, termasuk 

ADB dan 19 Negara Berkembang Anggota. 
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5. Tinjauan 2010 Kebijakan dipandu oleh Panitia Pengarah dipimpin oleh Direktur Jenderal 
Pelaksana. ADB juga meminta para pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan 
umpan balik tentang Kebijakan dan implementasinya, memberikan saran tentang bagaimana 
Kebijakan ini bisa lebih ditingkatkan. Selain komentar tertulis, ADB menyelenggarakan 20 
lokakarya konsultasi di 12 negara anggota untuk mendengarkan pandangan dari berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk orang-orang yang terkena dampak proyek. Secara 
keseluruhan, lebih dari 500 orang berpartisipasi dalam lokakarya-lokakarya tersebut. Makalah 
ini mempertimbangkan masukan-masukan yang diterima. 
 
6. Setelah disetujui oleh Dewan Direktur, dokumen kebijakan akhir akan menggantikan 
Kebijakan Komunikasi Publik yang disetujui tahun 2005. Makalah ini, yang merupakan draf 
konsultasi Kebijakan yang kedua  diatur sbb: Bagian II menjabarkan kecenderungan global 
belakangan ini dalam komunikasi publik.. Bagian III menilai pelaksanaan Kebijakan Bagian IV 
menjabarkan  Kebijakan tersebut . Bagian V menguraikan  strategi untuk melaksanakan 
Kebijakan, termasuk penjangkauan eksternal, informasi dan dokumen yang akan diungkapkan 
secara proaktif dan perkecualian dalam pengungkapan informasi. Bagian VI menggambarkan 
pengaturan pelaksanaan. Bagian VII terkait dengan tinjauan kepatuhan. Implikasi Kebijakan 
berkenaan dengan staf dan sumber daya akan ditambahkan dalam kertas kerja yang akan 
dipertimbangkan oleh Dewan Direktur ADB pada bulan Februari 2011. 
 
 

II.  KECENDERUNGAN GLOBAL BELAKANGAN INI DALAM HAL  
KOMUNIKASI PUBLIK 

7. Kebebasan informasi, dianggap sebagai Hak Asasi Manusia yang mendasar, dilindungi 
oleh hukum internasional dan konstitusi. Banyak negara yang telah memasukkan kebebasan 
informasi kedalam konstitusi mereka. Di tahun 1990-an banyak pemerintah menyetujui berbagai 
undang-undang penting yang menjamin hak warga negara mereka untuk mendapatkan 
informasi pemerintah. Lebih dari 80 negara saat ini telah mengadopsi undang-undang 
semacam ini. Sejak ADB menjalankan Kebijakan Komunikasi Publik harapan publik mengenai 
lingkup, jenis dan penyampaian informasi yang disediakan oleh lembaga-lembaga dalam sektor 
publik, swasta, dan nirlaba,  meningkat,  demikian juga pemahaman mengenai transparansi, 
dan praktik-praktik terbaik untuk mencapainya juga meningkat. Biaya dan efektivitas dari 
program-program pembangunan juga diperiksa dengan lebih ketat.    
 
8. Sebagian besar Bank Pembangunan Multilateral (MDB) baru-baru ini telah merevisi atau  
sedang meninjau kebijakan pengungkapan informasi mereka, termasuk Bank Eropa bagi 
Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), Bank Pembangunan Antar-Amerika (IDB), dan Dana 
Moneter Internasional (IMF), Korporasi Keuangan Internasional (IFC), dan Bank Dunia 
(Lampiran 1 menyampaikan survei mengenai pengungkapan informasi di MDB lain). Kebijakan 
yang baru, baik yang diadopsi maupun yang diusulkan, memiliki banyak persamaan 
karakteristik dan fitur. Kebijakan ini khususnya didasarkan pada anggapan yang mendukung 
pada pengungkapan informasi, dan prinsip akses sebesar-besarnya untuk mendapatkan  
informasi, dengan pengecualian yang jelas dan terbatas. Kebijakan ini juga memuat prosedur 
pengungkapan yang jelas serta mekanisme-mekanisme penanganan keluhan 

9. Organisasi-organisasi komparator ADB juga telah menjadi lebih  proaktif dalam 
pendekatan mereka dalam melakukan Hubungan eksternal.  Oleh karena itu, profil mereka di 
tingkat internasional telah meningkat dan reputasi mereka membaik di banyak sektor. Tetapi, 
ADB adalah satu-satunya MDB yang memadukan hubungan eksternal dan pengungkapan 
informasi dalam satu kebijakan tunggal. Dengan melakukan hal itu, ADB mengakui bahwa 
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hubungan eksternal  yang proaktif dan meningkatnya pengungkapan informasi saling 
menunjang. Dengan mengadopsi Kebijakan ini, ADB telah mengambil langkah yang berarti 
untuk meningkatkan kesadaran , pemahaman dan kepercayaan terhadap ADB, sambil 
memperluas lingkup dokumen yang tersedia secara publik yang mencakup baik proyek 
pemerintah maupun non-pemerintah. Penjangkauan eksternal dan pengungkapan informasi 
yang jelas namun saling bertumpu telah memberikan kontribusi bagi tersedianya informasi 
tentang kegiatan ADB dan pengetahuan mengenai pembangunan bagi khalayak sasaran 
untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kepercayaan publik pada ADB.  
 
,10. Akhirnya, selama 5 tahun terakhir, telah terjadi evolusi di bidang teknologi komunikasi 
secara terus menerus dengan meningkatnya penggunaan media baru, termasuk media sosial, 
sehingga sekarang dimungkinkan untuk memberikan lebih banyak informasi kepada lebih 
banyak orang dengan cara lebih banyak cara.. 
 

III. PENGALAMAN ADB DALAM KOMUNIKASI PUBLIK 

A.  Ikhtisar Kebijakan Komunikasi Publik 

11. Transparansi sangatlah penting bagi akuntabilitas dan dasar dari Kebijakan.Tujuan 
menyeluruh Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan para 
pemangku kepentingan untuk terlibat dengan ADB. Untuk memastikan bahwa kegiatan ADB 
memiliki dampak pembangunan yang lebih besar, Kebijakan ini mendorong kesadaran dan 
pemahaman akan kegiatan ADB, terutama melalui peningkatan kegiatan hubungan eksternal 
dan pengembangan hubungan dengan para pembuat keputusan dan pemuka pendapat  di 
negara-negara berkembang yang menjadi anggota ADB (DMC) serta negara-negara donor. 
Kebijakan ini juga mengakui hak masyarakat untuk mencari dan menerima informasi mengenai 
kegiatan ADB. Kebijakan ini mendukung berbagi pengetahuan dan memungkinkan 
pembangunan partisipatif atau komunikasi dua arah dengan masyarakat yang terkena dampak. 
Kebijakan ini didasarkan atas anggapan yang memihak pada pengungkapan informasi, kecuali 
jika terdapat alasan yang mendesak untuk tidak mengungkapkannya karena pengungkapan 
secara penuh tidak selalu memungkinkan karena alasan hukum dan alasan praktis. Kebijakan 
ini mengharuskan ADB untuk secara proaktif mengungkapkan informasi kelembagaan, 
keuangan dan yang terkait dengan proyek, dalam situs webnya, mengikuti batas waktu yang 
ketat dan juga menyediakan mekanisme penanganan tanggapan dan mekanisme penanganan 
keluhan yang baik. 
 
B. Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Publik 

12. Sejak berlakunya Kebijakan pada 2005, ADB telah memantau pelaksanaannya dan 
menerbitkan empat laporan penilaian tahunan.4 Penilaian yang terperinci ini menunjukkan 
bahwa ADB telah mencapai kemajuan yang baik dalam mengikuti ketentuan dalam Kebijakan 
ini, dalam mendorong pengakuan dan transparansi dan dalam membuat informasi lebih banyak 
tersedia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan. 

 

1. Hubungan Eksternal 

13. Strategi yang ada dalam Kebijakan ini menekankan perlunya hubungan eksternal yang 
proaktif. Kepemimpinan dan motivasi manajemen digarisbawahi sebagai kunci keberhasilan. 

                                                
4
 Lihat http://www.adb.org/Disclosure/default.asp#annual 
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Strategi itu menekankan perlunya pembinaan hubungan yang terus-menerus dengan negara-
negara berkembang anggota ADB dan peningkatan penjangkauan terhadap konstituen di 
negara-negara donor. Kebijakan ini menetapkan prasyarat bagi ADB untuk mengembangkan 
hubungan eksternal dan meningkatkan profilnya secara publik, menjabarkan pendekatan untuk 
mencapai khalayak sasaran, menentukan komunikator utama ADB, dan menjabarkan 
perubahan organisasional yang perlu dilakukan.   
 
14. Tinjauan internal dan eksternal secara umum telah mendapati bahwa ADB telah 
meningkatkan pengakuan dan transparansi melalui usaha-usaha hubungan eksternal sejak 
disetujuinya Kebijakan ini. Hal ini diperkuat dengan peningkatan yang sangat berarti dalam 
liputan mengenai ADB di media,  penjangkauan, perhatian media, dan statistik lalu lintas 
pengunjung di website ADB.  ADB telah berkomitmen untuk memantau persepsi eksternal 
mengenai ADB setiap 3 tahun sekali melalui survei ADB tentang persepsi para pemangku 
kepentingan secara global.. Menurut penemuan survei persepsi secara global yang dilakukan 
ADB pada tahun 2006 dan 2009, pemangku kepentingan dan pemuka pendapat pada 
umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap ADB dan melihatnya sebagai lembaga 
yang berdampak besar bagi pembangunan di kawasan. ADB juga dipandang sebagai lembaga 
yang sangat handal, terpercaya dan kompeten. Meskipun sebagian besar responden merasa 
bahwa ADB berkomunikasi dengan baik dan menanggapi permintaan informasi dengan baik, 
masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. 
 
15. Manajemen telah memainkan peran yang penting dalam mendorong lingkungan 
korporsasi yang lebih kondusif bagi hubungan eksternal yang proaktif. Untuk meningkatkan 
kapasitas dalam melakukan komunikasi secara efektif, Kantor Hubungan Eksternal ditingkatkan 
menjadi Departemen Hubungan Eksternal (DER) dan ditempatkan langsung di bawah Presiden. 
Pada saat yang bersamaan ADB telah mengalokasikan sumber daya tambahan untuk 
hubungan eksternal. Sejak 2005, telah diciptakan delapan  posisi staf nasional di bidang 
hubungan eksternal  untuk mendukung hubungan eksternal secara  proaktif di tingkat lapangan.  
 
16. Prasyarat keberhasilan. Kebijakan ini menetapkan enam prasyarat5 agar hubungan 
eksternal berhasil. Tinjauan secara internal dan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa 
prasyarat ini secara umum telah dipenuhi. Kemajuan yang amat berarti telah dicapai sejak 
tahun 2005 dalam memperluas penjangkauan untuk manajemen ADB dan liputan media, dan 
menyampaikan pesan ADB untuk khalayak yang lebih luas. Hal ini telah berkontribusi dalam 
mempromosikan ADB sebagai mitra pembangunan yang handal dan terpercaya dan juru bicara 
yang terkemuka di kawasan tentang isu-isu ekonomi dan pembangunan.   
 
17. Kepemimpinan dan motivasi. Strategi ini menyoroti peran penting Manajemen dan 
komunikator kunci dalam meningkatkan profil publik ADB. Sejak disetujuinya Kebijakan ini, 
Manajemen dan staf senior telah terlibat aktif dengan khalayak eksternal sebagai pembicara 
dalam berbagai acara, melalui berbagai presentasi, pertemuan dan wawancara dengan media 
internasional, regional dan nasional, sehingga secara kuat menempatkan ADB sebagai 
pemimpin dalam isu pembangunan di arena pembangunan global.  Manajemen pun lebih 
banyak diminta untuk berbicara dalam forum-forum global yang penting.  

                                                
5
 Prasyarat-prasyarat tersebut adalah sebagai berikut: (i) menghasilkan ide-ide orisinal dan pesan-pesan yang 

mendalam tentang isu-isu pembangunan, (ii) secara aktif terlibat dalam diskusi internasional mengenai isu-isu ini, 
(iii) secara konsisten mencari dan memanfaatkan kesempatan untuk bertemu media dan khalayak eksternal 
lainnya; (iv) memelihara komunikasi internal yang aktif dan terbuka; (v) memelihara catatan operasional yang baik, 
dan (vi) staf operasional memelihara hubungan yang kuat dengan orang-orang dan organisasi yang memiliki 
hubungan  operasional dan bisnis langsung dengan ADB. 
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18. Khalayak sasaran dan pendekatan untuk menjangkau mereka. Strategi tersebut 
mendesak ADB untuk membangun hubungan dengan khalayak sasaran melalui Manajemen 
dan staf senior, departemen operasional ADB dan kantor-kantor perwakilan. Strategi itu 
menyediakan kesempatan bagi pengembangan kapasitas ADB dalam melakukan hubungan 
eksternal di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Sejak 2005, ADB 
memperkuat pengembangan keterampilan stafnya dalam  hubungan eksternal. ADB juga telah 
meningkatkan dengan sangat berarti  kehadiranya di media internasional dan regional yang 
terkemuka melalui berbagai kegiatan hubungan media 
 
19. Secara keseluruhan, Kebijakan ini telah menyediakan kerangka kerja yang 
memungkinkan ADB dapat lebih diakui dan dikenal. Meskipun demikian, peran penting publikasi 
ADB sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai isu pembangunan di Asia dan 
Pasifik, dan peran situs web ADB yang besar dalam mendukung komunikasi publik perlu 
ditekankan dalam Kebijakan ini. Secara umum, usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman 
publik dan dukungan tentang peran, tujuan dan kegiatan ADB harus lebih ditingkatkan.  

2. Pengungkapan Informasi  

20. Kebijakan ini menetapkan persyaratan pengungkapan informasi bagi dokumen-dokumen 
yang dihasilkan atau dokumen-dokumen yang diminta untuk di hasilkan oleh ADB.  Persyaratan 
ini progresif dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini secara umum telah diterima dengan baik 
oleh para pemangku kepentingan eksternal dan dipahami oleh staf ADB. Dalam Global 
Accountability Report 2007 yang diterbitkan oleh One World Trust, ADB mendapatkan nilai 
100% untuk “praktik terbaik” transparansi.  
 
21. Telah banyak kemajuan selama bertahun-tahun sejak diberlakukannya Kebijakan ini. 
Secara umum, informasi kelembagaan dan yang terkait dengan proyek ADB telah lebih banyak 
tersedia bagi pemangku kepentingan dan umum, baik secara proaktif maupun berdasarkan 
permintaan.   
 

22. Sebagian besar  informasi yang disyaratkan untuk dimuat dalam situs web ADB kini 
telah tersedia. Informasi yang terkait dengan proyek yang diungkapkan dalam situs web ADB 
telah meningkat dari sekitar 900 dokumen pada tahun 2005 menjadi sekitar 2.000 pada tahun 
2009. Akses akan informasi di situs web ADB juga telah meningkat. Selain itu, dari bulan 
September 2005 hingga Desember 2009, ADB melacak dan memproses hampir 5.000 
permintaan dari luar untuk mendapatkan informasi dan dokumen. Hanya 5% dari permintaan ini 
yang ditolak—kategori penolakan yang terbesar adalah untuk dokumen tambahan tentang 
penentuan harga bagi kesepakatan obligasi. ADB juga menyetujui dan mengungkapkan banyak 
dokumen yang dibuat sebelum 2005. Tetapi, usaha-usaha perlu tetap dilanjutkan untuk bisa 
memenuhi 100%  target kebijakan dalam ketentuan pengungkapan informasi. Misalnya, tidak 
semua rangkuman proyek yang diminta telah dimuat dalam situs web ADB atau dimutakhirkan 
sesuai dengan permintaan,dan tingkat kelengkapan data masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. 
 
23. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan pengungkapan dari Kebijakan ini, ADB 
mengalokasikan sumber daya tambahan untuk posisi staf baru, pelatihan reguler dan 
pengembangan kerangka kerja penerjemahan. Kebijakan ini telah diterjemahkan ke dalam 12 
bahasa dan disebarluaskan. Pada bulan Juli 2005, Unit Informasi Publik dan Pengungkapan 
(InfoUnit), dibentuk di dalam DER untuk memantau pelaksanaan Kebijakan ini, dan 
menyediakan layanan, produk dan alat bagi staf ADB untuk memenuhi permintaan 
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pengungkapan. InfoUnit ini sekarang dikenal sebagai pusat ADB untuk semua hal yang 
berkaitan dengan pengungkapan.  
 
24. Sejak 2005, ADB telah melakukan banyak pengarahan dan kegiatan penyadaran untuk 
membantu staf ADB dan pemangku kepentingan lain yang relevan agar memahami persyaratan 
pengungkapan dalam Kebijakan. Upaya ini telah banyak membantu dalam mengungkapkan 
informasi seperti yang disyaratkan dalam Kebijakan. 
 
25. Kebijakan ini telah membawa cukup banyak perubahan dalam ADB. Yang paling 
penting, melalui kepemimpinan Manajemen yang tampak nyata, ADB sekarang memiliki budaya 
yang lebih kondusif bagi komunikasi yang proaktif dengan pemangku kepentingan. Secara 
keseluruhan, staf telah mengakui secara umum banyaknya manfaat transparansi dan   lebih 
sadar akan pengungkapan informasi. Alasan utama dari belum ditaatinya secara penuh 
Kebijakan ini adalah karena staf perlu meluangkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk 
melengkapi persyaratan pengungkapan.  
 
26. Rencana komunikasi Bersama6 untuk proyek-proyek telah dibatasi pada beberapa 
proyek yang menarik perhatian.  
 
 
27. Pusat informasi publik ADB dan program perpustakaan (depository library) telah ditinjau 
dan prosedur dirampingkan untuk meningkatkan akses akan informasi mengenai ADB di Asia 
dan Pasifik. Pada tahun 2009, ADB merintis  pusat informasi publik multidonor atau melibatkan 
lembaga-lembaga donor lain. Dampak dari program-program ini akan ditinjau pada tahun 2011 
untuk menjamin efektifitasnya dalam memperbaiki kejelasan dan keterjangkauan produk-produk 
pengetahuan ADB.  
 
28. Secara umum ADB telah berhasil menunjukkan sikap yang memihak pada 
pengungkapan informasi. Ketaatan dalam pengungkapan informasi, termasuk jadwal 
pengungkapan dan penanganan permintaan eksternal, terus meningkat. 
 
29. Kesimpulan. ADB mengakui bahwa demi kepentingan para pemangku kepentingan dan 
publik, dan agar sepadan dengan lembaga-lembaga pembanding, ADB harus terus 
menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan-kegiatannya Berdasarkan penilaian 
pelaksanaan Kebijakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan ini  secara umum 
telah mencapai sasarannya dengan baik dan telah dilaksanakan secara memuaskan . Namun 
Kebijakan ini harus diperbaharui untuk lebih efektif dan mencerminkan perkembangan terkini 
dalam komunikasi publik di dalam maupun di luar ADB dan dalam hal transparansi. 
 

 IV. KEBIJAKAN 

30. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 
ADB dan kemampuan mereka dalam berhubungan dengan ADB. Untuk memastikan bahwa 
kegiatan ADB mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pembangunan, maka Kebijakan ini 
mendukung ditingkatkannya 

 
  (i) Komunikasi proaktif tentang misi ADB untuk memerangi kemiskinan di Asia dan Pasifik, 

dan kegiatan, kebijakan, strategi, tujuannya dikalangan konstituen ADB, pemangku 
kepentingan lain, dan masyarakat umum; 

                                                
6
 Bersama-sama dibuat oleh Negara Berkembang yang Menjadi Anggota 
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(ii) Berbagi pengetahuan pembangunan serta hasil-hasilnya, sejalan dengan pendekatan 
manajemen ADB yang berbasis hasil, untuk memperkuat akuntabilitas, menyediakan 
kepada masyarakat gambaran yang jelas dan seimbang tentang pekerjaannya, dan 
secara lebih efektif menyebarkan penelitian dan solusi pengetahuan dari ADB. 
 

(iii)  Pembangunan partisipatif dan komunikasi dua arah untuk memfasilitasi partisipasi yang  
lebih besar di tingkat masyarakat dalam proyek-proyek ADB dengan menyediakan 
informasi yang tepat waktu, jelas dan relevan tentang proyek-proyek ADB kepada  para 
pemangku kepentingan proyek,  termasuk orang-orang yang terkena dampak proyek,  
 

(iv) Transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, 
mendukung tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, menjadi 
contoh positif dari transparansi, dan bertindak secara konsisten dengan saran yang 
disediakan kepada negara-negara anggota mengenai isu-isu transparansi. 
 

31. Kepemimpinan ADB, ADB mengakui bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan  
efektivitas pembangunan, melainkan juga memperbesar kepercayaan publik terhadap suatu  
lembaga. ADB berusaha memberikan contoh positif dari transparansi, dan bertindak konsisten 
dengan saran yang diberikan ADB bagi para anggota mengenai isu-isu transparansi.  
 
32. ADB harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman anggotanya, organisasi-
organisasi masyarakat sipil, bisnis, media, lembaga akademis, mitra pembangunan, dan 
masyarakat tentang perannya dalam pengurangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan 
inklusif dan pembangunan diantara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. 
 
33. Sebagai upaya memperbaiki kinerja dengan belajar dari pengalaman-pengalamannya, 
ADB berkewajiban melaporkan juga kegagalan dan kekecewaan selain keberhasilan-
keberhasilannya. ADB berkewajiban untuk tidak menyembunyikan informasi hanya karena 
informasi itu bersifat negatif. ADB berkewajiban mendorong debat dan dialog yang membangun 
mengenai kebijakan dan kegiatannya. Sebagai lembaga publik, ADB wajib bertanggung jawab 
kepada publik. 
 
34. Rasa memiliki dari negara-negara anggota ADB. ADB juga mengakui  sangat 
pentingnya rasa memiliki dari negara terhadap kegiatan-kegiatan yang didukungnya di negara-
negara berkembang yang menjadi anggota ADB. Oleh karena itu pandangan dan kepentingan 
negara-negara tersebut  harus dihormati saat Kebijakan ini dilaksanakan. 
 
35. Praduga yang mendukung pengungkapan informasi. Kebijakan ini didasarkan pada 
anggapan yang mendukung pengungkapan informasi. Oleh karena itu, semua dokumen yang 
dihasilkan ADB atau yang diminta untuk dihasilkan dapat diungkapkan kecuali ada alasan kuat 
untuk tidak mengungkapkan. 
 
36. Hak untuk mengakses dan menyampaikan informasi dan gagasan. ADB mengakui 
hak masyarakat untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan tentang 
kegiatan bantuan ADB. ADB harus memberikan informasi secara tepat waktu, jelas, dan 
relevan sehingga dapat berkomunikasi dengan, mendengarkan, dan mempertimbangkan 
umpan balik dari para pemangku kepentingan, termasuk orang-orang yang terkena dampak 
proyek. ADB akan berbagi informasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek cukup 
awal bagi mereka untuk memberikan masukan yang berarti ke dalam rancangan dan 
pelaksanaan proyek. 
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37. ADB berkewajiban untuk tidak memilih-milih dalam mengungkapkan informasi; Semua 
pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan akan memiliki akses yang sama 
terhadap informasi yang akan disediakan menurut Kebijakan ini, sesuai dengan ketentuan 
kebijakan, strategi dan aturan pelaksanaan Kebijakan. 
 
38 Pengungkapan informasi secara proaktif. ADB secara proaktif akan membagi 
pengetahuan dan informasi mengenai pekerjaan, dan pendapatnya dengan para pemangku 
kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Situs web ADB akan berfungsi sebagai sarana 
utama dalam pengungkapan informasi secara proaktif. Kebijakan juga menyerukan cara lain 
dalam pengungkapan atau penyebaran informasi, tergantung pada penerima atau khalayak 
yang dituju dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengungkapan informasi tersebut. 
Pengungkapan informasi secara proaktif penting untuk meyakinkan para pemangku 
kepentingan bahwa informasi penting tentang ADB dan kegiatan operasionalnya akan tersedia 
untuk umum berdasarkan batas waktu yang ditentukan, sehingga memfasilitasi partisipasi 
dalam pengambilan keputusan. ADB juga akan mengungkapkan informasi untuk menanggapi 
permintaan perorangan akan informasi. 
 
 
39. Peningkatan transparansi Dewan Direktur . Kecuali dibatasi oleh ketentuan-
ketentuan lain dalam Kebijakan, dokumen yang diserahkan kepada Dewan sebagai 
pemberitahuan atau informasi akan dimuat di situs ADB pada saat diedarkan kepada Dewan, 
Direktur dan dokumen yang diserahkan kepada Dewan Direktur untuk dipertimbangkan akan 
dimuat di situs ADB setelah ada persetujuan atau dukungan dari Dewan. Dalam kasus tertentu, 
dokumen–dokumen Dewan Direktur akan diungkapkan ke publik sebelum dokumen-dokumen 
tersebut dipertimbangkan.  
 
40. Perkecualian-perkecualian yang terbatas. Pengungkapan informasi secara 
menyeluruh tidak selalu bisa dilakukan. Misalnya, ADB perlu mempertimbangkan berbagai 
gagasan, membagi informasi, melakukan diskusi internal dengan negara-negara anggotanya 
secara terus terang. ADB juga perlu mempertimbangkan persyaratan khusus dari kegiatan 
sektor swasta. ADB harus menjaga hak pribadi para stafnya dan melindungi informasi bisnisnya  
sendiri dan juga kliennya yang tidak diperuntukkan bagi umum.  Namun demikian, jumlah 
perkecualian ini terbatas, dan hal ini diberlakukan apabila pengungkapan informasi bisa 
membahayakan kepentingan yang dilindungi.  ADB berkewajiban mengungkapkan semua 
informasi yang dihasilkannya atau yang diminta untuk dihasilkan kecuali jika informasi tersebut 
termasuk dalam perkecualian yang diatur pada Kebijakan ini. ADB berhak untuk 
mengesampingkan pengecualian Kebijakan jika ADB menentukan bahwa kepentingan publik 
dalam pengungkapan informasi lebih besar daripada kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh 
pengungkapan tersebut. ADB juga berhak untuk tidak mengungkapkan, dalam keadaan luar 
biasa, informasi yang biasanya dapat diungkapkan jika dipandang bahwa pengungkapan 
informasi tersebut akan atau kemungkinan akan menilmbulkan kerugian yang lebih besar 
daripada manfaat jika informasi itu diungkapkan. 7 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Hak prerogatif untuk membatalkan ini akan dilaksanakan dengan  mengikuti prosedur otorisasi yang ketat. Lihat 

ayat 137. 
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41. Hak untuk mengajukan banding. Kebijakan ini mengakui hak dari pihak yang meminta 
informasi untuk proses banding dua tahap di mana mereka dapat mengajukan banding ketika 
mereka meyakini bahwa permintaan mereka telah ditolak secara tidak masuk akal, atau bahwa 
Kebijakan telah diinterpretasikan secara tidak benar. Untuk meningkatkan kredibilitas dari 
proses banding, maka proses banding tahap yang kedua bersifat independen dari ADB. 
  
42. ADB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip umum yang diatur oleh Kebijakan 
tersebut melalui strategi yang dijabarkan di bawah ini. Strategi ini menentukan secara khusus 
dokumen-dokumen dan  informasi-informasi yang secara proaktif wajib diungkapkan oleh ADB. 
Jika terdapat perbedaan antara ketentuan mengenai pengungkapan informasi (namun bukan 
ketentuan lainnya) yang ada dalam Kebijakan ini dengan kebijakan lain yang telah disetujui 
Dewan Direktur ADB, maka yang berlaku adalah ketentuan pengungkapan informasi dari 
Kebijakan ini. 
 

V.STRATEGI 

43. Untuk mencapai tujuan Kebijakan, strategi ini dirancang untuk memberikan 2 hasil 
spesifik: 
 

(i) hubungan eksternal yang bersifat proaktif; dan 
(ii) peningkatan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan ADB. 
 

44. Strategi ini memuat dua komponen yang terpisah, namun saling melengkapi: hubungan 
eksternal dan pengungkapan informasi. Hubungan eksternal terutama akan fokus dalam 
mengkomunikasikan kepada khalayak ADB tentang upaya-upayanya untuk membantu 
memerangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan 
di kalangan negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, sesuai dengan Strategi 
2020. Strategi ini juga akan terus memusatkan perhatian untuk membangun reputasi ADB 
sebagai pemuka pendapat dalam pembangunan di kawasan dan memelihara hubungannya 
yang kuat dengan para pemangku [(hasil i)]. Pengungkapan informasi akan bertujuan untuk 
memperkuat kemitraan, terutama dengan masyarakat dan organisasi yang memiliki hubungan 
operasional dan bisnis secara langsung dengan ADB [(hasil ii)].   
 
A. Hubungan Eksternal  

45. ADB akan terus menerus menyempurnakan dan memperkuat strategi hubungan 
eksternalnya dalam menanggapi pergeseran dalam penekanan terhadap prioritas dan 
perubahan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Secara khusus, ADB akan 

(i) melaksanakan strategi hubungan eksternal yang berpusat pada komunikasi yang 
berkelanjutan, terpadu dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan 
khalayak.  

(ii)  mengkomunikasikan misinya untuk membantu mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan pertumbuhan inklusif, serta sebagai bank pengetahuan dan 
pemuka pendapat tentang pembangunan di kawasan;  

(iii) menggunakan berbagai metode dan alat, dari teknologi dan media terbaru 
hingga komunikasi tatap muka yang dapat menjangkau khalayak sebaik-baiknya;  
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(iv) mempertahankan paparan media yang kuat di  media internasional, regional dan 
nasional.  

(v) meningkatkan komunikasi mengenai proyek-proyek, memperkuat komunikasi 
yang strategis termasuk komunikasi menyangkut isu-isu tertentu dan komunikasi 
untuk menangani krisis, dan mengidentifikasi peluang untuk melakukan 
komunikasi secara terkoordinasi dengan dengan mitra-mitra dalam proyek-
proyek bersama; 

(vi) memperbaiki komunikasi internal dan mengembangkan kapasitas staf dalam 
bidang hubungan eksternal. 
 
 
 

1. Peran Para Pemimpin 
 

46. Komitmen yang kuat dan nyata untuk memperkuat hubungan eksternal dari setiap 
anggota manajemen sangat dibutuhkan. Sebagai komunikator utama ADB,  manajemen akan 
memimpin kegiatan hubungan eksternal termasuk terlibat secara aktif dengan media untuk 
mengkomunikasikan kegiatan ADB kepada khalayak. .Penting sekali bagi manajemen untuk 
juga  memandu staf terutama para staf senior dan ahli internal agar berpartisipasi dalam 
kegiatan-kegiatan hubungan eksternal terutama berhubungan dengan media untuk 
memaksimalkan peluang untuk berkomunikasi.  
 
47. Kepala kantor perwakilan ADB, direktur regional, dan direktur jendral di kantor 
perwakilan ADB memiliki tanggung jawab penting dalam memimpin kegiatan hubungan 
eksternal termasuk hubungan dengan media, di tingkat lapangan 
 

2. Khalayak Sasaran  

48. ADB bermaksud untuk berkomunikasi dengan berbagai khalayak dalam di negara-
negara berkembang yang menjadi anggotanya dan juga negara-negara anggota yang bukan 
negara peminjam.  Khalayak utama dalam kegiatan komunikasi ADB adalah: pemerintah, 
pemuka pendapat dan pengambil keputusan di negara-negara berkembang anggota ADB  serta 
negara-negara anggota  yang bukan negara peminjam ; media, masyarakat sipil, termasuk 
masyarakat yang terkena dampak, dan akademisi. ADB akan memantau perubahan dalam 
profil dan ekpektasi khalayak  dan menyesuaikan strategi komunikasinya dengan perubahan 
tersebut.    
 
49. Kantor-kantor perwakilan ADB akan memainkan peranan yang sangat penting dalam 
mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan dan 
mengkomunikasikan pekerjaan ADB di tingkat negara dan di kawasan. Kepala kantor 
perwakilan, direktur regional, dan direktur jenderal kantor perwakilan akan memimpin upaya-
upaya untuk berkomunikasi dengan khalayak utama ADB pada tingkat negara atau kawasan, 
termasuk melalui program hubungan media yang aktif.  
 
 50. Memperkuat hubungan dengan khalayak di negara-negara berkembang anggota ADB 
akan tetap menjadi tanggung jawab departemen operasional ADB. Departemen-departemen 
operasional   yang akan  
menjadi penghubung dengan masyarakat yang terkena dampak dan akan membangun 
kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang secara langsung terlibat dan 
memiliki kekawatiran mengenai  kegiatan-kegiatan tertentu. NGO and Civil Society Center yang 
mengkoordinir kegiatan ADB dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi 
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Masyarakat Sipil   akan memberikan dukungan dalam  hubungan dengan masyarakat sipil 
secara umum.  
 
 

3. Strategi Komunikasi untuk Menjangkau Khalayak Sasaran  

51. ADB akan berkomunikasi dan menjangkau khalayak sasaran dengan menggunakan 
berbagai media, peralatan, dan teknologi: media arus utama, media online, website, media baru 
termasuk media sosial, media komunitas, ponsel, multimedia termasuk video online, podcast, 
gambar, publikasi, dan acara-acara khusus.  
 
52. Komunikasi tatap muka tradisional seperti pertemuan, briefing, dan presentasi, juga 
media untuk menjangkau masyarakat seperti poster, leaflet, atau brosur akan  tetap merupakan 
alat komunikasi penting untuk khalayak yang memiliki akses terbatas pada media teknologi atau 
media arus utama. ADB juga akan membuat  strategi komunikasi agar  sesuai dengan latar 
belakang budaya dari khalayaknya.  
 
53. ADB akan berjuang untuk mempertahankan paparan media yang tinggi di media 
internasional  melalui strategi hubungan media yang proaktif untuk memaksimalkan liputan 
media tentang misi, kebijakan, program, proyek dan produk pengetahuan. Pada saat yang 
bersamaan, ADB akan bekerja untuk meningkatkan paparan media tentang kegiatan-
kegiatannya di media regional dan nasional. Kantor Perwakilan ADB di tingkat negara dan 
regional akan terus bertanggung jawab untuk melakukan hubungan dengan media regional dan 
nasional. 
 
54. ADB akan memperbaiki komunikasi tentang proyek-proyek, jika hal tersebut 
memungkinkan dan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan komunikasinya dengan mitra-
mitra kerja dalam proyek bersama.   
 
55. ADB akan memuat sebanyak mungkin informasi  mengenai ADB dan kegiatannya dalam 
situs web eksternalnya. Situs web ADB  akan terus menerus diperbaiki untuk memenuhi 
harapan dan permintaan pengguna.. ADB juga akan memperkuat program penerbitan publikasi 
untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi pembangunan serta menyebarkan 
publikasinya  kepada khalayak seluas mungkin termasuk dengan terus menerjemahkan 
publikasi ADB ke dalam bahasa negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. ADB 
akan terus berbagi produk-produk pengetahuannya yang utama melalui program perpustakaan 
depositori dan perpustakaan regional dan akan mencari saluran-saluran yang efektif untuk 
membuat publikasi-publikasi ADB lebih mudah diakses. .   
 
 
56.. ADB akan memperkuat komunikasi internal sebagai prasyarat bagi komunikasi eksternal 
yang efektif. Manajemen juga akan menggunakan berbagai pendekatan komunikasi internal 
mulai dari pertemuan tatap muka, pengarahan, diskusi kelompok fokus, dan sesi dialog  dalam 
pertemuan umum secara informal dengan staff  hingga platform online, seperti portal intranet 
ADB, dan komunikasi e-mail untuk mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman dan 
dukungan dari staf bagi inisiatif hubungan eksternal. 
 
57. Survei mengenai opini secara berkala seperti survei persepsi tiga tahunan dan  berbagai 
saluran-saluran umpan balik formal dan informal akan membantu dalam melakukan perbaikan 
kegiatan komunikasi ADB secara terus menerus. 
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4.   Juru Bicara dan Komunikator  

58. Presiden, para Wakil Presiden, Direktur Jendral Pelaksana, dan Ekonom Kepala ADB 
akan menjadi komunikator dan juru bicara utama bagi ADB. Mereka akan menjelaskan secara 
proaktif posisi Kebijakan dan pandangan ADB dalam berbagai isu dan memimpin upaya-upaya 
untuk meningkatkan profil ADB di dunia international dalam bidang pembangunan.  
 
59. Kepala departemen dan kantor ADB, termasuk kepala perwakilan  dan Direktur Jendral 
kantor perwakilan ADB juga akan memimpin usaha untuk mengkomunikasikan kebijakan-
kebijakan, ,program dan proyek ADB kepada khalayak eksternal di kawasan atau negara 
mereka masing-masing.  
  
60. Selain itu, para ahli dalam berbagai sektor dan lintas sektor di antara staf ADB akan 
secara aktif  terlibat dengan media untuk mengkomunikasikan kegiatan ADB termasuk di 
bidang-bidang seperti pengarusutamaan gender, tata kelola pemerintahan, perubahan iklim, 
dan pengembangan sektor sosial yang semakin penting bagi para pemangku kepentingan ADB.  
 

5.  Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas 

61. ADB akan meningkatkan kapasitas juru bicara, ,komunikator utama , staf senior dan staf 
ahli di kantor pusat dan kantor perwakilan untuk melakukan hubungan eksternal yang efektif. 
Mengingat pengaruh media yang sangat penting dalam membentuk opini publik terhadap ADB, 
pelatihan media bagi para juru bicara ADB dan komunikator utama akan  terus menerus 
ditekankan.    
 
B. Akses Yang Lebih Baik Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Kegiatan Operasional 

ADB  

62. Kebijakan ini menentukan persyaratan bagi pengungkapan dokumen yang dihasilkan 
ADB maupun dokumen disyaratkan oleh ADB untuk dihasilkan.  Kebijakan ini tidak mengatur 
persyaratan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Acuan terhadap kebijakan-kebijakan 
ADB lainnya disebutkan di dalam dokumen Kebijakan ini. Setiap acuan terhadap kebijakan ADB 
lainnya juga mencantumkan perubahan yang dilakukan ADB terhadap kebijakan tersebut dari 
waktu ke waktu. Setiap kebijakan atau strategi yang dibuat atau direvisi oleh ADB setelah 
tanggal berlakunya Kebijakan ini harus dengan jelas menyebutkan syarat-syarat pengungkapan 
dokumen dan informasi lainnya yang perlu dibuat berkaitan dengan kebijakan dan strategi 
tersebut. Persyaratan pengungkapan ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip umum yang 
dianut oleh Kebijakan. 
 

1.  Penerjemahan 

63. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi yang digunakan ADB8 Walaupun demikian, 
penerjemahan dokumen ke dalam bahasa lain disamping bahasa Inggris seringkali penting 
untuk meningkatkan partisipasi dan juga pemahaman serta dukungan para pemegang saham 
dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kegiatan bantuan ADB. Dalam hal terdapat 
perbedaan antara versi bahasa Inggris dari dokumen dan terjemahannya dalam bahasa apa 
pun, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris dari dokumen tersebut.   

                                                
8
 ADB. 1966. Agreement Establishing the Asian Development Bank. Manila. (Perjanjian Pembangunan Asian 

Development Bank. Manila) (Pasal 39.1). 
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64. ADB akan melakukan penerjemahan tergantung pada kebutuhan operasionalnya sesuai 
dengan Kerangka Kerja Penerjemahan dokumen terkait dengan kegiatannya. Kerangka Kerja 
ini  dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan eksternal dan 
diadopsi tahun 2007. Terjemahan-terjemahan ini dapat mencakup informasi yang (i) membahas 
tentang bisnis, kebijakan, pemikiran strategis ADB secara keseluruhan dan informasi ini 
ditujukan bagi khalayak internasional seluas-luasnya; (ii) diperuntukkan bagi konsultasi publik, 
terutama dengan masyarakat yang terkena dampak (lihat paragraf 82); (iii) berhubungan 
dengan negara dan proyek tertentu dan (iv) diperuntukkan bagi situs web ADB. 
 
65. Kriteria untuk melakukan penerjemahan mencakup tingkat kemampuan baca tulis dari 
khalayak pengguna informasi yang terkait, bahasa-bahasa yang dikenal oleh khalayak tersebut, 
pilihan lain selain penerjemahan, serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penerjemahan. 
 

2.  Informasi Terkait dengan Kegiatan ADB  

66. ADB bekerja secara erat dengan negara-negara peminjam dan klien dalam 
mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam melakukan hal ini, 
ADB akan meningformasikan kepada para peminjam dan klien mengenai sikapnya yang 
mendukung pengungkapan informasi mengenai kegiatan-kegiatan bantuan ADB. Dokumen-
dokumen berikut ini wajib dimuat dalam situs web ADB sesuai dengan kurun waktu yang 
ditentukan, setelah konsultasi dengan peminjam/ klien jika diperlukan. Untuk pengungkapan 
dokumen-dokumen ini, berlaku ketentuan mengenai perkecualian terhadap pengungkapan 
informasi (paragraf 130-137).  
 

a. Penyusunan Program Nasional dan Regional  

 i. Produk Pengetahuan Strategi Kemitraan Negara dan 
Strategi Kerja Sama Regional 

67. Persiapan Strategi Kemitraan Negara (CPS) dan Strategi Kerja Sama Regional (RCS) 
harus  berdasarkan  analisa dan kajian menurut lintas sektor dan sektor (produk pengetahuan). 
Produk pengetahuan ini meliputi  analisa tentang ekonomi, analisa tentang kemiskinan, analisa 
mengenai gender, kajian lingkungan, kajian sektor publik, diagnosa dan analisa sektor yang 
menjadi  prioritas, serta kajian risiko dan rencana pengelolaan risiko yang mencakup prioritas 
tata kelola pemerintahan. Kajian-kajian ini dapat disediakan untuk para pemangku kepentingan 
di dalam negeri, dalam bentuk draf jika disusun melalui konsultasi dengan pemangku 
kepentingan dari luar pemerintah. ADB harus memuat produk pengetahuan CPS dan RCS di 
situs web ADB setelah kajian tersebut selesai dilakukan 
 

 ii. Strategi Kemitraan Negara dan Strategi Kerja Sama 
Regional 

68. CPS menyediakan kerangka kerja bagi ADB untuk terlibat dengan setiap negara 
berkembang yang menjadi anggotanya.  Ini adalah platform utama dalam merancang program 
operasional untuk memberikan hasil pembangunan di tingkat negara. Demikian pula halnya 
dengan RCS yang merupakan strategi bagi kawasan atau subkawasan di Asia dan Pasifik 
sesuai dengan definisi ADB untuk mencapai tujuan kerja sama regional yang diharapkan. 
 
69. ADB berkewajiban membuat dan memuat pada situs webnya secara bergantian daftar 
CPS yang baru, termasuk CPS interim,dan RCS, yang dijadwalkan akan disusun dalam tahun 
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mendatang. Untuk memfasilitasi konsultasi yang dibutuhkan dengan pemangku kepentingan9  
dan guna memungkinkan mereka memberikan andil dalam pembuatan draf CPS dan RCS di 
negara dan/atau wilayah mereka, ADB berkewajiban menyediakan draf CPS dan RCS bagi 
pemangku kepentingan di dalam suatu negara untuk mendapatkan komentar mereka sebelum 
diadakannya konsultasi. Draf-draf ini wajib disediakan (i) selama kegiatan perumusan strategi; 
dan/atau (ii) sebelum CPS atau RCS disampaikan ke Dewan Direktur ADB untuk disetujui. ADB 
wajib menyediakan draf interim CPS bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan 
komentar selama kegiatan penyusunan program yang bersangkutan. . 
 
70. ADB wajib memuat CPS, termasuk interim CPS , dan RCS  dalam situs webnya , pada 
saat yang sama ketika dokumen interim tersebut diedarkan kepada Dewan Direktur ADB untuk 
disahkan, jika  negara anggota setuju  untuk pengungkapan awal seperti itu. Rangkuman ketua 
dalam setiap diskusi Dewan Direktur mengenai CPS, termasuk CPS interim, dan RCS harus 
dimuat dalam situs web ADB setelah penyampaian akhirnya di depan Dewan. Jika Bahasa 
Inggris tidak dipergunakan secara luas di negara yang bersangkutan oleh pemangku 
kepentingan yang menjadi sasaran, ADB berkewajiban menerjemahkan setiap CPS (atau CPS 
interim) yang baru ke dalam bahasa nasional terkait dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak 
persetujuan Direksi, dan memuat versi terjemahannya dalam situs web ADB.  
 
71. Dokumen pendukung utama10 CPS atau  RCS akan diungkapkan bersamaan dengan  
waktu CPS atau  RCS dimuat dalam situs web ADB  

 
72. ADB diwajibkan memuat rencana bisnis operasi negara, rencana bisnis operasi regional 
serta dokumen pendukung yang terkait dalam situs webnya setelah rencana tersebut 
disampaikan kepada Dewan Direktur. 

 
b.  Kebijakan, Strategi, dan Prosedur Operasional 

73. ADB berupaya mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan individu 
serta organisasi yang berkepentingan selama pembuatan dan peninjauan ulang kebijakan 
perlindungan serta strategi sektor dan lintas sektor. ADB berkewajiban memuat dalam situs 
webnya secara terus menerus daftar kebijakan perlindungan serta strategi sektor dan lintas 
sektor yang akan dibuat atau ditinjau dalam periode 12 bulan mendatang secara bergiliran. 
Daftar ini akan diperpanjang bila ada dokumen konsep yang telah disetujui Manajemen untuk 
dibuat atau ditinjau. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya rencana konsultasi, 
termasuk pertemuan tatap muka yang diharapkan dengan khalayak eksternal, pada saat 
rencana tersebut selesai dibuat. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya sedikitnya satu 
draf dokumen kebijakan atau strategi untuk konsultasi. ADB akan memuat proposal akhir dari 
kebijakan dan strategi yang akan dikonsultasikan kepada publik di situsnya bersamaan dengan  
waktu proposal ini diedarkan kepada Dewan Direktur ADB, jika versi draft dari dokumen 
tersebut telah ditinjau oleh Dewan.  Untuk kebijakan dan strategi lainnya -misalnya, Kebijakan 
Komunikasi Publik atau Mekanisme Akuntabilitas - Manajemen ADB dapat menentukan bahwa 
kebijakan dan strategi tersebut harus pula memenuhi persyaratan yang tercantum dalam 
paragraf ini. 
 
74. ADB berkewajiban memuat kebijakan dan makalah strategi ADB dalam situs webnya 
setelah ada persetujuan akhir atau dukungan baik dari Dewan Direktur  maupun persetujuan 
                                                
9
 Pemangku Kepentingan termasuk pemerintah DMC, mitra pembangunan, sektor swasta dan masyarakat sipil,  

termasuk lembaga swadaya masyarakat ,yang sesuai. 
10

 Dokumen pendukung utama adalah dokumen yang diacu dalam CPS atau RCS sebagai dokumen tautan. 
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dari Manajemen. Untuk setiap kebijakan dan strategi yang didiskusikan dalam rapat formal 
Dewan Direktur  maka ringkasan ketua rapat wajib dimuat di dalam situs web ADB pada saat 
dokumen tersebut untuk terakhir kalinya diedarkan kepada Dewan Direktur.  
 
75. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya kebijakan dan prosedur pembuatan 
program regional dan nasional serta proses penyiapan proyek. Kebijakan dan prosedur ini 
mencakup bagian Pedoman Operasi (Kebijakan Bank dan Prosedur Operasional). ADB juga 
berkewajiban memuat dalam situs webnya Instruksi Administrasi Proyek dan arahan bagi staf 
serta buku pegangan mengenai kegiatan-kegiatan ADB  
   

c.     Proyek  

i.  Ikhtisar Proyek  (PB) 

76. Ikhtisar Proyek (Project Brief- PB) adalah ringkasan singkat informasi faktual suatu 
proyek yang harus dimuat dalam situs web ADB untuk memberikan kepada para pemangku 
kepentingan eksternal   gambaran mengenai proyek tersebut selama proses persiapan dan 
pelaksanaannya. PB  untuk proyek negara dan non-negara wajib mencakup (i) nama proyek; (ii) 
klasifikasi berdasarkan sektordan/atau subsektor dan tema; (iii) nomor proyek; (iv) jenis atau 
moda bantuan; (v) negara dan lokasi geografis; (vi) dasar pemikiran atau gambaran proyek; (vii) 
dampak, hasil atau output; (viii) sumber dan jumlah dana, rencana pembiayaan dan 
pemanfaatan pinjaman dan/atau  bantuan teknis (bagi proyek negara); (ix) badan pelaksana 
atau klien ; (x) kategori proyek menurut kebijakan perlindungan ADB; (xi) ringkasan isu-isu 
sosial dan lingkungan hidup; (xii) kaitannya dengan strategi negara, regional atau sektor; (xiii) 
komunikasi, partisipasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan; (xiv) informasi mengenai 
pengadaan dan konsultan; (xv) departemen, divisi dan pejabat ADB yang bertanggung jawab; 
(xvi) tanggal pemrosesan dan persetujuan; (xvii) tanggal dibuatnya PB dan pemutakhirannya;  
(xviii) status dari perjanjian pinjaman (untuk proyek negara) dan (xix) jadwal perencanaan, 
pemrosesan, dan pelaksanaan bantuan. Karena PB merupakan dokumen yang disiapkan 
secara bertahap, maka sebagian informasi mungkin terlewatkan ketika PB awal dimuat dalam 
situs web ADB. Informasi itu akan dimasukkan begitu tersedia. Selama persiapan proyek, 
dikembangkan rancangan draf dan kerangka pengawasan (DMF) yang akan menjadi dasar 
dalam menilai kinerja proyek tersebut. Informasi kunci dari draf DMF akan tercermin dalam PB11 
Halaman situs PB wajib mencantumkan tautan ke dokumen-dokumen terkait yang dihasilkan 
selama siklus proyek. 
 
77. Berdasarkan informasi dari PB yang tersedia di website, lembar informasi proyek akan 
diproduksi  sesuai keperluan dan dokumen ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa nasional 
yang relevan . Versi terjemahan akan dimuat di situs ADB dan tersedia di dalam negeri dengan 
menggunakan jalur yang tepat. 
 
 

ii.  Ikhtisar Proyek bagi Proyek Negara12 

78. PB awal bagi proyek negara harus dimuat dalam situs web ADB tak lebih dari 30 hari 
setelah konsep dokumen proyek itu disetujui. Untuk setiap tahapan proyek (tranche) yang 

                                                
11

 DMF akhir juga akan dimuat dalam situs web ADB sebagai bagian dari Laporan dan Rekomendasi Presiden. 
 
12

 “Proyek Negara” didefinisikan dalam bagian definisi Kebijakan ini. Ini berarti setiap proyek yang dibiayai dengan 
pinjaman, hibah, atau pengaturan keuangan lainnya yang (i) dijadikan proyek negara atau (ii) dijamin oleh negara, 
Negara berarti negara anggota yang bersangkutan. 
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dibiayai oleh Fasilitas Pembiayaan Multi Tahap (MFF), PB akan dimuat dalam situs web ADB 
pada saat tahapan proyek tersebut diproses atau disiapkan. . 
 
79. ADB berkewajiban memutakhirkan PB untuk menggambarkan status proyek. 
Pemutakhiran dilaksanakan  paling sedikit dua kali setahun, dan apabila diperlukan, guna 
menggambarkan aktivitas dan isu-isu yang ada, kemajuan dalam mencapai hasil, dan status 
kemajuan pelaksanaan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jika ADB ingin menghentikan 
keterlibatannya dalam suatu proyek pemerintah, maka PB yang bersangkutan harus memuat 
pernyataan yang menyatakan alasannya. ADB berkewajiban untuk terus menerus memuat 
dalam situs webnya, PB dari proyek yang dihentikan selama 6 bulan setelah proyek tersebut 
dihentikan..  
 

iii. Ikhtisar Proyek Proyek bagi Proyek Non-negara13 

80. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya PB awal bagi proyek non-negara 
setelah ADB menentukan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar akan diajukan kepada 
Dewan Direktur, tetapi tidak lebih dari 30 hari kalender sebelum tanggal proyek tersebut 
dibahas oleh Dewan. Untuk proyek kategori A yang oleh Pernyataan Kebijakan Perlindungan 
disyaratkan untuk memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang harus dimuat pada 
situs web ADB paling tidak 120 hari kalender sebelum dibahas oleh Dewan, ADB berkewajiban 
memuat PB itu dalam situs webnya paling tidak 120 hari kelender sebelum dibahas oleh 
Dewan.  
 
81. ADB berkewajiban memutakhirkan PB untuk menggambarkan status proyek. 
Pemutakhiran akan dilakukan paling sedikit dua kali setahun, dan jika diperlukan, guna 
menggambarkan aktivitas dan isu-isu yang ada, status dalam mencapai tujuan pembangunan, 
status kegiatan, kemajuan dalam konstruksi dan pelaksanaan proyek, serta perubahan materi, 
jika ada, yang terkait dengan proyek itu. Jika ADB ingin menghentikan keterlibatannya dalam 
proyek non-negara, PB yang bersangkutan harus memuat pernyataan yang menyatakan 
alasannya. ADB berkewajiban untuk terus menerus memuat pada situs webnya PB dari proyek 
yang dihentikan selama 6 bulan setelah proyek tersebut dihentikan. 
 

iv. Informasi Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek dan 
para pemangku kepentingan yang lain 

82. Untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat yang terkena dampak proyek dan para 
pemangku kepentingan  lainnya, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, informasi 
mengenai proyek negara atau non-negara14 (termasuk isu-isu lingkungan dan sosial) wajib 
disediakan bagi mereka  dalam cara, bentuk, dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka di 
tempat yang dapat dijangkau. ADB wajib bekerja sama dengan peminjam/klien untuk 
memastikan  informasi semacam itu disediakan dan dilakukannya upaya untuk mendapatkan 
umpan balik tentang usulan rencana proyek. Selain itu juga ditentukan siapa yang akan menjadi 
penghubung untuk melakukan kontak teratur dengan masyarakat yang terkena dampak proyek 
dan para pemangku kepentingan yang lainnya. Proses ini harus  dimulai sejak fase awal 

                                                
13

 "Proyek non-negrara" didefinisikan dalam bagian definisi kebijakan ini. Ini berarti setiap proyek yang dibiayai 
dengan pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, atau pengaturan keuangan lainnya yang (i) tidak dijamin oleh negara 
atau pemerintah, atau (ii) dijamin oleh negara atau pemerintah dengan persyaratan yang tidak memungkinkan 
ADB , karena tidak adanya  garantor, untuk mempercepat, menunda, atau membatalkan suatu pinjaman lain atau 
jaminan antara ADB dan negara yang terkait. 

14
 Sebagaimana didefinisikan dalam bagian Definisi, "proyek" mencakup semua program dibiayai ADB dan / atau 
program dan proyek yang dikelola oleh ADB. Dalam contoh yang spesifik ini, tidak mencakup bantuan teknis. 



 

 

17 

persiapan proyek, sehingga pandangan mereka   dapat dipertimbangkan secara memadai 
dalam perencanaan proyek atau program, dan terus berlanjut di tiap tahapan persiapan, 
pemrosesan dan pelaksanaan proyek. ADB wajib memastikan bahwa rancangan proyek 
memungkinkan adanya umpan balik dari pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek. 
ADB wajib memastikan bahwa informasi yang relevan mengenai perubahan besar dalam 
lingkup proyek dan dampak yang bisa ditimbulkan disampaikan kepada masyarakat yang 
terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya.  

 
83. Untuk menunjang persyaratan dalam paragraf 82, ADB akan membantu pemerintah 
negara berkembang anggota ADB (DMC) dan klien sektor swasta  untuk mengembangkan 
strategi komunikasi proyek yang akan menjadi bagian integral dari konsultasi dan partisipasi 
oleh masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Strategi 
semacam ini akan membantu peminjam /klien untuk melibatkan masyarakat yang terkena 
dampak dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan ADB, dan meningkatkan 
keterlibatan kelompok akar rumput serta organisasi masyarakat sipil dalam proses 
pembangunan dengan merinci bagaimana melibatkan diri dalam dialog dengan orang-orang 
yang terkena dampak dan memperluas akses publik terhadap informasi. Ini akan dilakukan 
dengan menunjukkan (i) jenis informasi yang diungkapkan, (ii) mekanisme untuk pemberitahuan 
kepada publik termasuk bahasa dan waktu, dan (iii) tanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mengawasi pengungkapan dan penyebaran informasi.  
 
84. Persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB mengenai pengungkapan 
informasi bagi masyarakat yang terkena dampak untuk proyek negara dan non-negara sama. 



 

   

 
 

v. Dokumen Proyek Terkait Kebijakan Perlindungan 

(i) Lingkungan  
 

85.  Sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan Kebijakan Perlindungan, ADB harus 
memuat dalam situs webnya dokumen berikut yang diserahkan oleh peminjam/klien:  
 

(i) draf laporan analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) untuk proyek 
kategori A setidaknya 120 hari sebelum dipertimbangkan oleh Dewan; 

(ii) draf kerangka pemeriksaan dan analisa lingkungan hidup (EARF) sebelum 
penilaian, jika dapat diterapkan; 

(iii) AMDAL akhir atau pengujian lingkungan awal (IEE), setelah diserahkan ke ADB 
oleh peminjam/klien; 

(iv) AMDAL atau IEE yang baru atau yang telah dimutakhirkan serta rencana aksi 
perbaikan yang dibuat selama pelaksanaan proyek, jika ada, setelah diserahkan 
ke ADB oleh peminjam/klien; dan 

(v) laporan pemantauan lingkungan, setelah diserahkan ke ADB oleh 
peminjam/klien;. 

 
86. Peminjam/klien berkewajiban menyediakan informasi lingkungan yang relevan, 
termasuk informasi dari dokumen dalam paragraf 85, pada waktu yang tepat, di tempat yang 
dapat diakses, dan dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat yang terkena 
dampak dan pemangku kepentingan lain.15  
 

(ii) Pemukiman Kembali  
 

87. Sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan Kebijakan Perlindungan, ADB harus 
memuat dalam situs webnya dokumen berikut yang diserahkan oleh peminjam/ klien:  

(i) draf rencana pemukiman kembali dan/atau kerangka kerja yang disetujui oleh 
peminjam/klien sebelum penilaian proyek; 

(ii) rencana akhir pemukiman kembali yang disetujui oleh peminjam/klien setelah 
sensus masyarakat yang terkena dampak selesai dilakukan; 

(iii) rencana pemukiman kembali yang baru atau yang telah diperbaharui dan 
rencana aksi perbaikan yang dibuat selama pelaksanaan proyek, jika ada, 
setelah diserahkan ke ADB oleh peminjam/klien; dan 

(iv) laporan pemantauan pemukiman kembali, setelah diserahkan ke ADB oleh 
peminjam/klien. 

 
88. Peminjam/klien berkewajiban menyediakan informasi yang relevan mengenai 
pemukiman kembali, termasuk informasi dari dokumen sesuai dengan paragraf 87 pada waktu 
yang tepat, di tempat yang dapat diakses, dan dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh 
masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lain (lihat catatan kaki 15). 
 

 

                                                
15

 Informasi ini dapat disediakan dalam bentuk brosur, selebaran atau buklet dalam bahasa setempat. Untuk 
masyarakat yang buta huruf, akan digunakan metode komunikasi yang sesuai. 



 

 

2 

(iii)  Masyarakat Adat  

89. Sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan Kebijakan Perlindungan, ADB 
berkewajiban memuat dalam situs webnya dokumen berikut yang diserahkan oleh peminjam/ 
klien: 

(i) draf program masyarakat adat (IPP) dan/atau kerangka kerja perencanaan 
masyarakat adat, termasuk kajian dampak sosial, yang didukung oleh 
peminjam/klien, sebelum penilaian; 

(ii) IPP akhir setelah diserahkan ke ADB oleh peminjam/klien;  
(iii) IPP yang baru atau yang telah diperbaharui dan rencana aksi perbaikan yang 

dibuat selama pelaksanaan proyek, jika ada, setelah diserahkan ke ADB oleh 
peminjam/klien; dan  

(iv) laporan pemantauan masyarakat adat, yang diserahkan oleh peminjam/klien 
setelah diserahkan ke ADB oleh peminjam/klien. 

 
90. Peminjam/klien berkewajiban menyediakan bagi masyarakat adat yang terkena dampak 
informasi yang relevan, termasuk informasi dari dokumen sesuai dengan paragraf 89 pada 
waktu yang tepat, di tempat yang dapat diakses, dan dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti 
oleh masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lain (lihat catatan kaki 15). 
 

vi. Sistem Perlindungan Negara 

91. Sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan Kebijakan Perlindungan, ADB 
berkewajiban menyediakan untuk umum: 

(i) untuk dikomentari, draf kajian ekuivalensi dan akseptabilitas pada tingkat 
nasional, subnasional, sektor atau badan, pada saat selesai dibuat;  

(ii) laporan kajian ekuivalensi dan akseptabilitas, pada saat selesai dibuat; dan  
(iii) kajian yang diperbaharui untuk menggambarkan perubahan dalam sistem 

perlindungan negara, jika ada, pada saat selesai dibuat. 
 

92. Pengungkapan yang terkait dengan kajian akseptabilitas pada tingkat proyek akan 
mengikuti proses pengungkapan dokumen perlindungan seperti biasa yang dibuat untuk 
persiapan proyek dan mengacu pada paragraf 85 hingga 90 di atas.  
 

vii. Daftar Peluang Bisnis 
 

93. ADB berkewajiban memuat informasi dan dokumen berikut dalam situs webnya:  
 

(i) daftar peluang bisnis untuk setiap proyek sektor publik yang dipersiapkan untuk 
didanai oleh ADB, mulai dari identifikasi hingga persetujuan Dewan;   

(ii) rencana pengadaan peminjam untuk proyek pada saat pembiayaan proyek yang 
bersangkutan disetujui oleh ADB, yang secara terinci memuat (a) kontrak khusus 
untuk barang; pekerjaan dan jasa konsultasi dan non-konsultasi yang diperlukan 
untuk menjalankan proyek selama periode awal tak kurang dari 18 bulan; (b) 
metode yang diusulkan untuk pengadaan setiap kontrak; dan (c) prosedur 
tinjauan ADB;  

(iii) pembaharuan rencana pengadaan peminjam/penerima (paling tidak setiap tahun 
selama proyek berjalan); 
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(iv)  semua undangan yang dikeluarkan oleh badan pelaksana untuk melakukan pra-
kualifikasi atau tender bagi tender pengadaan internasional yang kompetitif 
sebagai pemberitahuan yang khusus; 

(v)  semua pemberian kontrak yang dibukukan dengan perincian nama kontraktor, 
gambaran kontrak; nilai kontrak yang didanai oleh ADB  dan nama setiap peserta 
tender yang turut serta, dan  

(vi) terkait dengan pengadaan untuk keperluan lembaga ADB, undangan untuk 
menyerahkan  penawaran dan proposal dan pemberian kontrak.  

  
viii.  Analisis Awal tentang Kemiskinan danSosial 

94. Analisis awal mengenai kemiskinan dan isu sosial (IPSA) dilakukan untuk semua proyek 
investasi untuk menentukan lingkup isu kemiskinan dan sosial seperti komunikasi, konsultasi 
dan partisipasi, gender dan pembangunan, perlindungan sosial serta risiko sosial lainnya yang 
perlu diatasi selama penyiapan rancangan proyek. ADB berkewajiban untuk memuat IPSA  itu 
dalam situs webnya pada saat makalah konsep proyek untuk proyek negara disetujui. Untuk 
proyek non-negara, IPSA wajib dimuat dalam situs web ADB pada saat selesai dibuat.  
 

ix. Laporan Bantuan Teknis 

95. ADB diwajibkan memuat laporan bantuan teknis (TA) dalam situs webnya pada saat 
disetujui oleh pihak yang berwenang.16  
 

x. Dokumen yang Dihasilkan dari Bantuan Teknis  

96. Proyek bantuan teknis disyaratkan untuk menghasilkan laporan-laporan tertentu, seperti 
studi kelayakan, rancangan proyek secara terperinci, tinjauan sektoral, dan laporan-laporan lain 
yang dibuat oleh para konsultan bantuan teknis. ADB berkewajiban untuk memuat laporan akhir 
mengenai bantuan teknis itu dalam situs webnya pada saat selesai dibuat asalkan  pemerintah 
yang berkepentingan menyetujui pengungkapan laporan-laporan akhir yang dihasilkan dari 
bantuan teknis tersebut. 17ADB dapat menyediakan, draf laporan khusus tentang suatu negara, 
atau beberapa bagian dari laporan tersebut yang dihasilkan oleh bantuan teknis penasihat 
kepada pemangku kepentingan dalam negeri, jika ADB memandang bahwa laporan-laporan ini 
dibutuhkan guna memfasilitasi diskusi konsultatif ataupun untuk kemitraan pembangunan, atau 
untuk mendapatkan masukan mengenai rancangan proyek.  

 
xi. Laporan dan Rekomendasi Presiden  

97. Laporan dan Rekomendasi Dari Presiden ADB (RRP) adalah dokumen keputusan untuk 
proyek-proyek ADB yang diajukan kepada Dewan Direktur untuk disetujui. ADB berkewajiban 
memuat RRP untuk proyek pemerintah dalam situs webnya  bersamaan dengan  waktu laporan 
dan rekomendasi tersebut disirkulasikan pada Dewan Direktur jika negara anggota setuju 
dengan pengungkapan dini seperti ini. . Dokumen pendukung RRP untuk proyek negara wajib 
diungkapkan  sebagai dokumen yang berdiri sendiri bersamaan dengan waktu RRP dimuat di 
situs web ADB , kecuali jika Kebijakan menyatakan hal yang berbeda untuk jenis-jenis dokumen 

                                                
16

 Untuk bantuan teknis persiapan proyek (PPTA) sampai dengan $ 1,5 juta, kertas PPTA yang ditambahkan ke 
kertas konsep proyek akan dimuat di situs ADB  setelah ada persetujuan kertas konsep. 

17
 Konsisten dengan dukungan Kebijakan terhadap pengungkapan informasi, penghilangan ataupun penolakan 
terhadap pengungkapan sebuah dokumen harus didasarkan pada perkecualian-perkecualian yang ada dalam 
paragraph 133, 134, 136 dan 137. 
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tertentu.118 ADB berkewajiban memuat versi singkat RRP untuk proyek non-negara dalam situs 
webnya pada saat RPP itu disetujui Dewan Direktur; versi ini tidak akan memuat informasi 
bisnis konfidensial dan penilaian ADB terhadap risiko proyek atau transaksi. 
 

xii. Manual Administrasi Proyek 

98. Manual administrasi proyek (PAM) bagi proyek non-negara menggambarkan bagaimana 
peminjam atau penerima akan melaksanakan proyek dan menyampaikan hasilnya pada 
waktunya. Ini berfungsi sebagai dokumen utama yang menggambarkan rincian pelaksanaan. 
ADB berkewajiban memuat PAM dalam situs webnya pada saat Dewan menyetujuinya.   
 

xiii. Laporan Pemantauan Sosial dan Lingkungan Hidup  

99. Seperti yang diuraikan dalam paragraf 85 (v), 87 (iv), dan 89 (iv), ADB berkewajiban 
untuk memuat dalam situs webnya laporan pemantauan tentang lingkungan hidup, pemukiman 
kembali tidak dengan suka rela, dan masyarakat adat yang diserahkan oleh peminjam/klien 
selama pelaksanaan proyek, setelah laporan itu diterima. 
 

xiv. Perubahan Besar  

100. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya dokumen-dokumen yang diserahkan 
kepada Dewan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan besar dalam lingkup proyek dan 
pengaturan pelaksanaannya pada saat perubahan itu, jika ada, disetujui. 
 

xv. Laporan Kemajuan mengenai Pencairan Tahapan 
Pinjaman  

101. Laporan kemajuan mengenai pencairan tahapan pinjaman (tranche) meninjau dan 
mengkaji implementasi dan kepatuhannya pada persyaratan pinjaman program bagi pemerintah 
DMC. ADB diwajibkan memuat laporan kemajuan mengenai pencairan tahapan pinjaman itu 
dalam situs webnya setelah persetujuan diberikan oleh Dewan atau Manajemen. 
 

xvi. Laporan Penyelesaian Proyek, Bantuan Teknis, dan 
Program 

102. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya, laporan penyelesaian proyek, pada 
saat diajukan ke Direksi. Laporan penyelesaian untuk proyek non-negara wajib melaporkan 
pencapaian tujuan pembangunan proyek. 
 

d.    Informasi Lain Mengenai Strategi, Program serta Proyek 

i. Evaluasi-evaluasi Independen  

103. ADB berkewajiban memuat daftar evaluasi independen yang direncanakan oleh 
Departemen Evaluasi Independen (IED) berdasarkan program kerja bergulir 3 tahun yang 
disetujui oleh Dewan. Kriteria seleksi bagi evaluasi itu juga wajib dimuat dalam situs web ADB.   
 
104. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya semua laporan independen setelah 
laporan itu disampaikan ke Manajemen dan Dewan, kecuali laporan evaluasi tahunan IED yang 
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akan dimuat dalam situs web ADB pada saat dibahas oleh Komite Efektivitas Pembangunan 
(DEC) Dewan. Untuk evaluasi sektor swasta, versi yang telah disunting akan dimuat dalam 
situs web ADB, kecuali informasi bisnis konfidensial.  
 
105. Untuk laporan evaluasi yang dibahas oleh DEC, ADB berkewajiban memuat rangkuman 
ketua rapat DEC dalam situs webnya pada saat laporan itu disampaikan ke Dewan. ADB juga 
berkewajiban memuat dalam situs webnya tanggapan Manajemen terhadap evaluasi 
independen, jika ada, dan komentar IED terhadap tanggapan Manajemen, jika ada, pada saat 
selesai dibuat. 
 

ii. Informasi Mengenai Pendanaan Bersama 

106. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya rangkuman proyek yang memerlukan 
pendanaan bersama. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya, dalam setiap laporan TA 
atau RPP terkait, informasi mengenai pendanaan bersama resmi, jika ada, misalnya ketentuan 
dan syarat-syarat utama untuk suatu bantuan teknis. ADB diwajibkan, apabila diminta, 
menyediakan perjanjian pendanaan bersama untuk pendanaan bersama resmi semacam itu, 
termasuk perjanjian pendanaan bersama khusus proyek, perjanjian kerangka kerja  dan 
perjanjian dana amanah antara ADB dan penyandang dana bersama bilateral atau multilateral, , 
kecuali jika penyandang dana bersama itu keberatan.  
 

iii. Informasi Mengenai Antikorupsi 

107. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya laporan tahunan Kantor Antikorupsi dan 
Integritas (OAI) ADB, dan dapat memuat laporan mengenai tinjauan terkait dengan pengadaan 
proyek yang dibuat oleh OAI.19 Laporan tahunan OAI harus mencakup informasi statistik 
mengenai investigasi dan rekomendasi yang signifikan serta isu yang muncul dari investigasi 
dan tinjauan yang terkait dengan pengadaan proyek. Laporan OAI akan disunting untuk 
menghilangkan informasi yang diperkecualikan menurut Kebijakan pengungkapan ini. ADB 
dapat berbagi hasil investigasi dengan pemerintah negara anggota ADB. Tetapi, ADB 
melindungi sumber yang melaporkan (whistleblower) dugaan kecurangan, korupsi atau 
pelanggaran Kebijakan Antikorupsi ADB lainnya (1998, sesuai amandemen terakhir) dan ADB 
tidak boleh mengungkapkan identitas sumber tanpa ijin dari sumber tersebut. 
 
108. ADB diwajibkan berbagi informasi mengenai pihak yang dilarang ikut serta dalam 
kegiatan ADB dengan pemerintah negara-negara anggota, Bank-Bank Pembangunan 
Multilateral (MDB) lain, penyandang dana bilateral, dan pihak lain yang memiliki kepentingan 
untuk mengetahuinya. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya informasi mengenai 
pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 
daftar (i) entitas yang telah dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB yang telah melanggar sanksi 
tersebut, (ii) pihak telah dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB yang telah melanggar kebijakan 
anti korupsi ADB untuk kedua kalinya atau berikutnya, (iii) pihak yang dilarang ikut serta dalam 
kegiatan ADB yang tak dapat dihubungi meskipun telah dilakukan upaya secukupnya, dan (iv) 
pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB sesuai dengan persetujuan ADB dengan 
MDB lain mengenai pelarangan bersama.20 
 

                                                
19

 OAI merupakan lembaga yang dirancang ADB untuk menerima laporan dan melakukan investigasi dugaan 
kecurangan, korupsi dan pelanggaran Kebijakan Anti Korupsi ADB lainnya sehubungan dengan kegiatan yang 
dibiayai oleh ADB atau anggota staf ADB. 

20
 Perjanjian Keputusan Bersama Penegakan Larangan, 9 April 2010 antara ADB, Bank Pembangunan Afrika, Bank 
Pembangunan Inter-Amerika , Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dan Grup World Bank. 
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iv. Perjanjian Hukum 21  

109. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya perjanjian hukum untuk proyek negara 
yang ada setelah 1 September 2005, pada saat perjanjian itu ditandatangani. ADB 
berkewajiban untuk mengungkapkan jika diminta draf perjanjian hukum pada saat RPP terkait 
disetujui oleh Dewan. ADB berkewajiban untuk menyampaikan dalam situs webnya perjanjian 
semacam itu setelah menghapus informasi konfidensial. Apabila terdapat amandemen, ADB 
berkewajiban memuat amandemen itu dalam situs webnya dalam waktu 2 minggu setelah ADB 
menerima persetujuan dari peminjam   
 
110. ADB berkewajiban untuk menyediakan, jika diminta, perjanjian proyek negara yang ada 
antara 1 Januari 1995 dan 1 September 2005, serta amandemen perjanjian itu, setelah 
menghapus informasi dalam perjanjian dan amandemen tersebut yang dinyatakan rahasia oleh 
pemerintah yang bersangkutan pada saat negosiasi mengenai perjanjian dan amandemen 
perjanjian.  
 
111.  Untuk perjanjian hukum bagi proyek negara, dan amandemennya yang dibuat ADB 
sebelum 1 Januari 1995, maka ADB berkewajiban meminta ijin dari pemerintah terkait sebelum 
dokumen disediakan apabila diminta.22 
 
 

3. Informasi Lain 

a. Alokasi Dana Pembangunan Asia (ADF) Berdasarkan Kinerja 

112. Kebijakan Kelulusan ADB menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat untuk 
mendapatkan Dana Pembangunan Asia (ADF)23  Untuk negara-negara yang memenuhi syarat 
untuk mendapatkan dana ADF, kebijakan alokasi yang berbasis kinerja ini mendefinisikan 
prinsip-prinsip dan kriteria mengenai alokasi dana.24 Untuk setiap negara yang mendapatkan 
dana ADF, ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya peringkat kinerja berdasarkan 
angka di dalam laporan tahunan mengenai penilaian kinerja negara. Pedoman untuk penilaian 
kebijakan nasional dan kelembagaan juga wajib dimuat dalam situs web ADB.   
 

b. Penelitian dan Data Ekonomi  

113. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya Laporan Tahunan (Annual Report), 
selain juga Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia (Asian Development Outlook), 
Pemutakhiran Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia (Asian Development Outlook Update), 
dan Indikator-indikator Utama (Key Indicators) yang memuat data, analisa, dan prakiraan-
prakiraan sosial dan ekonomi.  

 

                                                
21

 ADB tidak akan mengungkapkan perjanjian hukum proyek non negara yang dibuat oleh ADB, atau perubahan 
perjanjian tersebut. Hal ini juga mencakup perjanjian pendanaan bersama komersial. 

22
 Kecuali jika pemerintah yang bersangkutan menyampaikan keberatannya pada ADB untuk mengungkapan 
dokumen tersebut dalam waktu 30 hari kalender sejak permintaan ADB atas ijin tersebut, maka ADB berkewajiban 
untuk  menyediakan perjanjian tersebut kepada pihak yang memintanya dalam waktu 60 hari setelah adanya 
permintaan perjanjian itu. 

23
 Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian Development Bank. Manila; ADB. 1998. A Graduation Policy for 
ADB’s DMCs. Corrigendum 1. Manila. 

 
24

 ADB.2008. Refining the Performace-Based Allocation of Asia Development Fund Resources. Manila. 
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114. ADB juga akan memuat dalam situs webnya katalog lengkap buku yang tersedia secara 
online, makalah konferensi, majalah, laporan, studi, dan pengarahan teknis singkat yang 
memuat riset, laporan serta analisa. 
 

c. Informasi Administratif dan Lainnya  

115. ADB berkewajiban memuat dokumen berikut dalam situs webnya:  
 

(i) Perjanjian Pembentukan Bank Pembangunan Asia; 
(ii) Peraturan Pendukung Perjanjian Pembentukan ADB; 
(iii) Peraturan Tata Acara Dewan Gubernur ADB; 
(iv) Peraturan Tata Acara Dewan Direksi ADB;  
(v) Perjanjian Antara ADB dan Pemerintah Republik Filipina Menyangkut Kantor 

Pusat Bank Pembangunan Asia; dan 
(vi) Perjanjian negara tuan rumah dengan ADB dan negara-negara anggota.  

 
116. ADB berkewajiban memuat informasi berikut dalam situs webnya:  
 

(i) Negara-negara anggota ADB, besarnya komitmen modal, dan besarnya suara 
mereka; 

(ii) Anggota Dewan Gubernur;  
(iii) Anggota Dewan Direksi dan kelompok mereka dalam pemungutan suara;  
(iv) Komite Dewan Direksi dan anggota mereka;  
(v) Anggota Manajemen dan staf senior ADB;  
(vi) Struktur Organisasi ADB; and 
(vii)  Informasi penghubunglengkap (mis: alamat, telepon, e-mail) tentang tiap-tiap 

butir di atas. 
  

117. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya klasifikasi negara pada saat terdapat 
persetujuan oleh Dewan. 
 
118. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya program kerja dan kerangka anggaran 
untuk setiap tahun fiskal setelah dibahas oleh Direksi. 

 
119. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya ringkasan materi yang disampaikan 
dalam rapat tahunannya, termasuk keputusan yang diambil Dewan Gubernur dan pidato para 
Gubernur, dalam kurun 60 hari kalender setelah rapat tahunan tersebut. ADB berkewajiban pula 
menyediakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Gubernur melalui pengambilan suara lewat 
pos, jika diminta.                
 
120. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya (i) jadwal sementara bagi pertimbangan 
Dewan untuk 3 minggu ke depan secara bergiliran dan (ii) notulen setiap rapat rutin Dewan 
pada saat notulen disetujui Dewan dan paling lambat 60 hari kalender setelah rapat tersebut 
diadakan.  
 
121. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya laporan dari komite Dewan kepada 
seluruh Dewan Direksi jika komite yang bersangkutan mengusulkannya dan disetujui Dewan. 
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d. Informasi Keuangan 

122. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya laporan keuangan yang telah diaudit 
mengenai sumber dana ADB yang diperoleh dari pasar (Ordinary Capital Resources/OCR), dan 
Dana Khusus, sebelum Rapat Tahunan Dewan Gubernur ADB. 
 
123. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya hal-hal berikut setelah disetujui oleh 
Dewan:  

 
(i) diskusi dan Analisa Manajemen mengenai sumber dana yang diperoleh dari 

pasar (OCR) dan Dana-dana Khusus ADB, termasuk data keuangan dari setiap 
jenis dana; 

(ii) laporan keuangan singkat triwulanan; 
(iii) laporan tahunan tentang pembayaran pinjaman yang dilakukan negara-neagra 

berkembang anggota ADB; dan 
(iv) anggaran ADB untuk setiap tahun fiskal. 

 
124. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya semua dokumen yang berkaitan 
dengan pelepasan saham kepada publik jika hukum atau undang-undang yang mengatur pasar 
keuangan yang bersangkutan meminta dokumen-dokumen ini untuk didaftarkan pada sebuah 
badan pemerintah. 
 

e.  Informasi Kepegawaian 

125. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya (i) struktur penentuan gaji pokok ADB, 
(ii) metodologi yang dipergunakan untuk menentukan tingkatan gaji dan manfaat yang 
didapatkan oleh staf dan Manajemen,  (iii) gaji tahunan manajemen dan (iv) objektif  dan 
strategi Dewan ADB secara luas dalam merekrut, menempatkan, melakukan penempatan 
ulang, dan mempertahankan staf. ADB berkewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan 
dalam situs webnya, sedikitnya 2 minggu sebelum lowongan itu diharapkan untuk diisi. Setiap 
keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Administratif ADB wajib dimuat dalam situs web ADB 
pada saat ada pemberitahuan tentang keputusan tersebut dari Badan Penyelesaian Sengeketa 
Administratif kepada Sekretaris untuk memuatnya. 
 

f. Informasi yang dihasilkan dari Mekanisme Akuntabilitas ADB 25 

i. Fase Konsultasi  

126. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) berkewajiban menyediakan informasi dan dokumen-
dokumen berikut ini ini dalam situs web SPF,26 pada saat dan jika disetujui oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan sebagai mana dirinci di bawah ini: 
  

(i) Surat pengaduan–diungkapkan pada saat SPF menentukan bahwa pengaduan 
tersebut memenuhi syarat dan jika disetujui oleh pembuat pengaduan; 

(ii) Keputusan SPF mengenai memenuhi syarat tidaknya pengaduan tersebut–
diungkapkan pada saat SPF menentukan memenuhi syarat atau tidaknya 
pengaduan; 

                                                
25

 ADB. 2003. Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism. Manila. 
26

 SPF memiliki situs web sendiri di http://www.adb.org/spf/ 
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(iii) Pemaparan umum tentang pengaduan-diungkapkan pada saat SPF menentukan 
memenuhi syarat tidaknya pengaduan, jika pembuat pengaduan tidak 
mengijinkan diungkapkannya surat pengaduan;  

(iv) Tinjauan dan laporan penilaian yang dipersiapkan oleh SPF pada tahap 4 fase 
konsultasi dari Mekanisme Akuntabilitas (2003) – diungkapkan pada saat 
dimulainya tahap ke 7 dari fase konsultasi dan tergantung adanya ijin dari 
pembuat pengaduan, pemerintah, dan/atau klien; 

(v) Pemaparan umum mengenai langkah-langkah yang disetujui oleh SPF dan pihak 
– pihak yang terkait dalam proses konsultasi untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang muncul dalam suatu pengaduan – diungkapkan pada saat 
dimulainya tahap ke 7 dari fase konsultasi dan tergantung adanya ijin dari 
pembuat pengaduan, pemerintah, dan/ atau klien; 

(vi) Laporan-laporan mengenai status pelaksanaan langkah-langkah yang 
disebutkan pada butir (iv) di atas - diungkapkan sesuai dengan jadwal yang telah 
disetujui oleh pihak – pihak yang terlibat dalam fase konsultasi untuk 
pengungkapan laporan tersebut; 

(vii) Laporan akhir SPF setelah disampaikan ke pembuat pengaduan, pemerintah, 
dan/atau klien setelah mendapatkan ijin mereka; 

(viii) laporan-laporan pengawasan – pada saat disampaikan kepada Dewan Direksi 
dan tergantung adanya persetujuan dari pembuat pengaduan, pemerintah, 
dan/atau klien; dan 

(ix) laporan tahunan SPF – pada saat disampaikan kepada Dewan Direksi.  
 

 

 

ii. Fase Tinjauan Kepatuhan 

127. Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) berkewajiban mendaftarkan permohonan pada situs 
web CRP27 dan mengeluarkan siaran pers dalam waktu 7 hari kalender setelah diterimanya 
permohonan bagi tinjauan kepatuhan dengan informasi dasar yang dibutuhkan. CRP 
berkewajiban memuat informasi berikut dalam situs webnya: 
 

(i) laporan atas kelayakan permintaan tersebut beserta keputusan Dewan Direktur 
untuk memberikan otorisasi bagi dilaksanakannya tinjauan kepatuhan dalam 
situs web CRP dalam waktu 7 hari kalender setelah diterimanya keputusan 
Dewan oleh CRP,  jika permohonan itu oleh CRP dinyatakan layak dan Dewan 
memberikan otorisasi bagi dilakukannya tinjauan kepatuhan; 

(ii) laporan atas kelayakan permohonan setelah disampaikannya laporan itu ke 
Dewan, jika permohonan itu oleh CRP dinyatakan layak;  

(iii) kerangka acuan dan jadwal tinjauan pada saat otorisasi Dewan atas tinjauan itu 
diterima; 

(iv) informasi/pernyataan bahwa draft laporan  tentang tinjauan kepatuhan telah 
selesai dan dikirim ke pihak yang meminta dan Manajemen, masing-masing 
untuk mendapatkan komentar mereka dalam waktu 30 hari sebelum diserahkan 
kepada Dewan; 

                                                
27

The CRP maintains its own website. Documents disclosed by the CRP are posted at http://www.compliance.adb.org 
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(v) Keputusan Dewan dan laporan akhir CRP, dengan lampiran berisi setiap 
tanggapan terhadap draf laporan dari Manajemen dan pemohon, tersedia untuk 
publik dalam waktu 7 hari kalender setelah persetujuan Dewan; 

(vi) laporan pemantauan pelaksanaan setiap tindakan perbaikan yang disetujui oleh 
Dewan pada saat disampaikan ke Dewan dan pemangku kepentingan lain; 

(vii) setiap tindakan perbaikan yang disetujui Dewan pada saat disampaikan ke 
Dewan dan pemangku kepentingan lain; dan  

(viii) laporan tahunan CRP dalam waktu 4 bulan setelah beakhirnya setiap tahun 
kalender. 

 
 

g. Informasi yang berkaitan dengan Perundingan Negosiasi Dana 
Pembangunan Asia (ADF)  

128. Pada umumnya, ADB memuat dalam situs webnya berbagai informasi terkait dengan 
perundingan untuk mendapatkan dana baru ADF serta tinjauan pertengahan waktunya 
(midterm). ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya makalah-makalah diskusi non-
keuangan untuk rapat-rapat donor pada saat makalah-makalah ini disampaikan pada para 
donor. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya ringkasan pernyataan ketua rapat 
setelah rapat selesai. Laporan Donor wajib dimuat dalam situs web ADB pada saat laporan itu 
disetujui oleh Dewan.              
 

h. Dokumen Lain yang Disampaikan Pada Dewan Direksi 

129. ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya dokumen-dokumen yang disampaikan 
kepada Dewan, baik berupa pemberitahuan saja, maupun untuk dimintakan persetujuan yang 
tidak disebut dalam Kebijakan ini, kecuali jika Manajemen memberitahukan pada Dewan bahwa 
dokumen-dokumen tersebut tidak bisa diungkapkan dan Dewan menyetujuinya. 
 
 

4. Perkecualian Terhadap Pengungkapan Informasi 

130. Paragraf 133, 134, and 137 menguraikan perkecualian terhadap sikap ADB yang 
mendukung pengungkapan informasi. Jika suatu informasi dihilangkan dari sebuah dokumen 
karena informasi tersebut termasuk dalam perkecualian, atau jika PCP menyebutkan bahwa 
dokumen tersebut tidak disediakan bagi publik, ADB berkewajiban memuat dalam situs webnya, 
referensi tentang informasi yang dihilangkan tersebut atau dokumen tersebut, kecuali bila 
menyebutkan informasi yang dihilangkan atau dokumen tersebut pun melanggar ketentuan 
mengenai perkecualian.  
 
131. Jika hanya sebagian dari dokumen yang diminta tidak dapat diungkapkan menurut 
daftar perkecualian, informasi lainnya di dalam dokumen yang bisa diungkapkan, wajib 
disampaikan kepada pihak yang meminta, sejauh informasi tersebut dapat dilepaskan dari 
informasi lainnya dan masih bisa dipakai. 
 
132. ADB tidak berkewajiban untuk mematuhi atau menanggapi, permintaan yang berulang-
ulang dan tidak masuk akal mengenai hal yang sama yang dilakukan oleh orang, organisasi, 
atau kelompok yang sama, jika ADB telah menyediakan informasi tersebut kepada pemohon 
sebelumnya, atau jika ADB telah mengemukakan alasan mengapa informasi tersebut tidak 
dapat disediakan. 
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a. Informasi Baru 

133. Dalam menentukan informasi apa yang tidak boleh diungkapkan, ADB berkewajiban 
menimbang manfaat pengungkapan dibandingkan dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan 
dari pengungkapan itu terhadap pihak atau kepentingan tertentu. Dalam hal ini ADB tidak boleh 
mengungkapkan informasi-informasi berikut: 
 
Musyawarah dan Proses Pembuatan Keputusan 

 
1. Informasi internal yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan 

mempengaruhi integritas proses pembahasan dan pengambilan keputusan ADB, karena 
menghambat terjadinya pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur. Termasuk di 
dalamnya adalah dokumen internal, memorandum, dan dokumen komunikasi sejenis, 
dari atau kepada Gubernur dan penggantinya, Direktur Eksekutif dan penggantinya , 
Penasehat Direktur Eksekutif, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB. 

 
2. Informasi yang dipertukarkan, dipersiapkan untuk, atau yang diperoleh dari proses 

pembahasan dan pengambilan keputusan yang terjadi antara ADB dan anggota - 
anggotanya serta unsur - unsur lain yang turut bekerja sama dengan ADB, yang jika 
diungkapkan akan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi integritas pembahasan 
dan pengambilan keputusan yang terjadi di antara ADB, anggota-anggotanya, serta 
unsur-unsur lain, yang turut bekerja sama dengan ADB, dan akan menghambat 
pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur, terutama yang menyangkut dialog 
kebijakan dengan DMC . 

 
3. Pembahasan Dewan Direktur28, dengan pengecualian notulen rapat Dewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 120 dan ringkasan ketua tentang rapat Dewan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 70 dan 74,29 

 
Informasi yang disediakan secara rahasia 

 
4. Informasi yang disediakan untuk ADB secara rahasia oleh negara anggota atau 

organisasi internasional, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan 
merugikan  hubungan ADB dengan pihak tersebut atau negara anggota lain.  

 
5. Informasi (termasuk informasi kepemilikan) yang disediakan untuk ADB oleh suatu pihak 

yang jika diungkapkan, akan, atau akan cenderung merugikan secara material 
kepentingan komersial atau keuangan, dan/atau posisi kompetitif dari pihak tersebut 
atau pihak lain yang berkepentingan, atau informasi bisnis rahasia (yaitu, informasi yang 
dicakup oleh perjanjian kerahasiaan atau perjanjian yang melarang diungkapkannya 
informasi tersebut yang ditandatangani ADB dengan klien atau pihak terkait lainnya) 
 
Informasi Pribadi 

 
6. Catatan-catatan pribadi, termasuk ketentuan mengenai kepegawaian, evaluasi kinerja 

pegawai, dan catatan kesehatan para Direktur Eksekutif , para penggantinya, Penasehat 
Dewan Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB, informasi yang 

                                                
28

 ADB menghasilkan transkrip untuk setiap rapat Dewan formal. Ini disimpan dalam arsip ADB 
29

 transkrip verbatim dari rapat Dewan Direktur yang yang dibuat setelah tanggal  revisi Kebijakan berlaku efektif 
dapat saja diungkapkan berdasarkan permintaan setelah 10 tahun jika mereka tidak mengandung atau merujuk 
pada informasi yang termasuk dalam pengecualian Kebijakan yang berlaku. 
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berkaitan dengan proses pengangkatan dan seleksi staf, komunikasi pribadi, demikian 
juga informasi yang terkait dengan proses penyelesaian konflik internal serta proses 
mekanisme pengajuan bandingnya –informasi yang tekait dengan penyelidikan , kecuali 
dalam porsi yang diperbolehkan oleh staf yang bersangkutan atau peraturan 
kepegawaian dan peraturan Dewan Direksi.  
 
Informasi Keuangan 

 
7. Informasi Keuangan yang jika diungkapkan, akan, atau akan cenderung merugikan 

kepentingan keuangan atau komersial yang sah dari Bank dan kegiatannya, atau 
informasi keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi  pasar modal dan pasar 
keuangan . Informasi ini dapat meliputi estimasi  tentang pinjaman yang diberikan ADB 
di masa depan, proyeksi keuangan, data mengenai keputusan investasi tertentu untuk 
perbendaharaan ADB, penilaian kredit, analisis kelayakan kredit, peringkat kredit dan 
penilaian risiko peminjam dan klien lain. 

 
8. Informasi keuangan yang jika diungkapkan, akan, atau kemungkinan akan merugikan 

kemampuan pemerintah negara anggota untuk mengelola ekonomi.  
 

 
Keamanan dan Keselamatan  

 

9. Informasi, yang jika diungkapkan akan, atau kemungkinan akan membahayakan 
kehidupan, kesehatan, keselamatan atau keamanan seseorang atau aset ADB atau 
merugikan pertahanan atau keamanan negara anggota. 

 
.  
 Masalah Hukum dan Investigasi  

 
10. Informasi yang dilindungi oleh hak istimewa pengacara dan klien (termasuk komunikasi 

yang disediakan dan/atau diterima oleh pengacara ADB atau penasehat hukum 
eksternalnya) atau informasi yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan akan, 
secara material merugikan proses penyelidikan atau administrasi peradilan atau 
melanggar hukum yang berlaku.30 

 
. 
  

Laporan Audit 
 

11. (a) Laporan-laporan  audit internal oleh Kantor Auditor General dan (b) laporan audit 
oleh auditor eksternal ADB tentang dana perwalian yang dikelola oleh ADB , kecuali 
untuk opini-opini audit dan laporan keuangan yang telah diaudit yang diungkapkan 
kepada publik sebagai bagian dari Laporan Tahunan ADB. . 
 
Sumber dari Dugaan Korupsi 
 

12. Sumber (whistleblower) informasi atas tuduhan korupsi, penipuan, atau pelanggaran lain 
dari Kebijakan Anti Korupsi ADB, kecuali jika whistleblower setuju. 

 

                                                
30

 Ini dapat termasuk pembatasan yang ditetapkan oleh hukum sekuritas dan  perbankan serta hukum hak cipta 
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Informasi yang Berkaitan dengan Pengadaan 
  

13. Informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan,31 termasuk informasi pra-kualifikasi 
yang diajukan oleh calon peserta tender,  dokumen lelang, penawaran atau penawaran  
harga, yang jika diungkapkan, akan, atau akan cenderung merugikan secara material 
posisi kompetitif dari pihak berkepentingan 
 

 
b. Informasi historis 

134. ADB akan mempertimbangkan segala informasi yang dimiliki oleh ADB selama lebih dari 
20 tahun sejak tanggal informasi lama tersebut dihasilkan oleh, atau diberikan kepada, ADB. 
Informasi historis (lama)  harus diungkapkan atas permintaan, kecuali untuk informasi yang 
termasuk dalam pengecualian yang tercantum dalam paragraf 133.4, 133.5, 133.6, 133.8,, 
133.9 133.10,133.11 (b) dan 133.12. 
 

 
 

c. Pertimbangan Kepentingan Umum 
 

135. ADB dapat mengungkapkan informasi yang disebutkan di paragraf 133 dan 134, jika ADB 
menentukan bahwa kepentingan umum dalam pengungkapan informasi tersebut lebih besar 
daripada kerugian yang mungkin akan timbul akibat pengungkapan tersebut,32  Keputusan 
apapun untuk mengungkapkan informasi dalam kasus semacam  itu mensyaratkan ijin secara 
tersurat dari PDAC. 
 
 d. Hak Prerogatif ADB Untuk Membatasi Akses 

 

136. Walaupun demikian, berkenaan dengan paragraf 135, ADB berkewajiban untuk tidak 
mengungkapkan informasi yang disebutkan dalam paragraf 133 dan 134 jika ADB telah 
membuat komitmen hukum kepada suatu pihak untuk merahasiakan informasi tersebut dan 
untuk tidak mengungkapkannya, kecuali pihak tersebut mengijinkan. 
 
137. ADB juga berhak untuk tidak mengungkapkan, dalam keadaan luar biasa, informasi yang 
biasanya  diungkapkan jika ADB menentukan bahwa pengungkapan tersebut akan atau 
kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat jika informasi 
tersebut diungkapkan. Hak prerogatif ini hanya dapat digunakan dengan (a) Dewan Direktur, 
sehubungan dengan catatan Dewan; dan (b) Presiden, sehubungan dengan informasi lain, 
setelah proses konsultasi yang ketat dalam ADB. 
 

VI. PENGATURAN PELAKSANAAN  

A. Peran dan Tanggung Jawab 

138. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan 
dan kemampuan mereka dalam berhubungan dengan ADB. Semua departemen dan kantor 
ADB akan bertanggung jawab dalam melaksanakan Kebijakan ini. Peran dan tanggung jawab 
terperinci dari Manajemen dan Staf  akan diuraikan sbb. 

                                                
31

 Kecuali untuk informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 93 dari Kebijakan. 
32

 Misalnya jika permintaan akan informasi mengakibatkan resiko keamanan umum atau resiko lingkungan  yang 
serius 
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1.  Manajemen 

139. Manajemen akan memainkan peran utama dalam mendefinisikan, memperbaharui dan 
melaksanakan strategi hubungan eksternal ADB, dan memimpin serta memantau pelaksanaan 
pendekatan-pendekatan tersebut guna menjamin hasil yang maksimum. Manajemen akan 
secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan hubungan eksternal dan juga akan 
mendorong komunikasi internal yang terbuka dan efektif guna memastikan bahwa staf di semua 
tingkatan mengetahui pandangan dan sikap Manajemen. Komite Penasehat Pengungkapan 
Publik  akan bertindak sebagai badan pengawas Manajemen untuk menginterpretasikan, 
memantau, dan meninjau persyaratan pengungkapan Kebijakan ini. 
 

2. Semua Departemen dan Kantor 

140. Semua Departemen dan kantor ADB akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
Kebijakan. Sebagai komunikator utama ADB, para kepala departemen dan kepala kantor 
termasuk country director dan kepala kantor perwakilan akan secara proaktif berkomunikasi 
dengan khalayak eksternal dan memimpin upaya-upaya untuk memperkuat hubungan eksternal 
ADB, memperluas pemahaman akan motivasi dan tujuan ADB, membangun kepercayaan 
pemangku kepentingan pada ADB. Staf dari departemen-departemen operasional akan 
memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dari sebuah 
proyek tertentu, dan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan pengungkapan informasi. 
Para staf ini akan berupaya memastikan bahwa masyarakat dari sektor publik, swasta, dan 
masyarakat sipil yang berinteraksi dengan mereka, mengetahui Kebijakan ini dan hak publik 
untuk mendapatkan informasi dari ADB sesuai dengan Kebijakan ini. 
 

3. Departemen Hubungan Eksternal (DER) 

141. Meskipun Manajemen  dan semua departemen serta kantor-kantor ADB, termasuk 
kantor-kantor perwakilan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kebijakan, DER akan 
memikul seluruh tanggung jawab mengenai pelaksanaan Kebijakan dan penerapannya secara 
konsisten. Untuk menghasilkan dampak sebesar mungkin dengan sumber daya yang terbatas, 
DER selanjutnya akan meningkatkan perannya dan memprioritaskan fungsinya agar dapat 
mendukung Kebijakan ini dengan lebih baik. 
 

a. Pengungkapan 

142. Unit Informasi Publik dan Pengungkapan (InfoUnit) dalam DER akan memberikan 
nasehat dan interpretasi kebijakan kepada semua departemen ADB, dan memantau ketentuan 
pengungkapan informasi yang ada dalam Kebijakan. InfoUnit ini juga akan merancang dan 
menjalankan pelatihan yang wajib diikuti staf operasional mengenai ketentuan pengungkapan 
informasi yang ada dalam Kebijakan, dan akan menegaskan insentif staf untuk memastikan 
bahwa ADB mematuhi Kebijakan ini. InfoUnit ini akan secara langsung mendukung pekerjaan 
Komite Penasehat Pengungkapan Informasi Publik (PDAC), dan menyerahkan kepada PDAC 
laporan-laporan pengawasan mengenai kemajuan dalam melaksanakan Kebijakan (lihat 
paragraf 170). InfoUnit ini akan secara teratur memperbaharui daftar dokumen operasional 
yang dikeluarkan oleh ADB dan senantiasa menyampaikan kepada publik mengenai dokumen 
operasional yang tersedia dalam situs web ADB. Unit ini juga akan mengelola sistem untuk 
melacak permintaan informasi sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Kebijakan. 
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143. Tim web DER akan bekerja dengan InfoUnit, departemen operasional, dan kantor-kantor 
lain dalam memuat dokumen dan meningkatkan daya pencarian informasi dalam situs web 
ADB.  
 
144. DER akan mendorong terciptanya budaya keterbukaan di kalangan staf ADB dan terus 
mendorong terciptanya berbagi informasi secara proaktif. 
 

b. Penerjemahan 

145. Kerangka Kerja Penerjemahan (2007) menjabarkan cara-cara yang akan dipergunakan 
ADB dalam memperbanyak informasi dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris, yang 
merupakan bahasa resmi ADB. Kerangka Kerja Terjemahan akan ditinjau pada tahun 2011.  
Pelaksanaan, tujuan, dan ruang lingkupnya akan dinilai bersama-sama dengan implikasi 
sumber daya. 
 
146. DER akan mengelola proyek penerjemahan dalam ADB, membantu menyediakan 
terjemahan untuk umum, dan mencatat judul dokumen yang diterjemahkan melalui DER.  
Setiap kantor perwakilan (resident mission), dengan panduan DER, akan menyimpan jadwal 
penerjemah dan editor dwi bahasa yang berkualitas dan fasih dalam bahasa atau bahasa-
bahasa yang digunakan dalam negara mereka. DER akan meningkatkan kesadaran di antara 
departemen-departemen dan kantor-kantor ADB mengenai jasa penerjemahan yang tersedia 
bagi mereka.  
 

c. Buku Pegangan Kebijakan Komunikasi Publik 

147. DER akan merevisi Buku Pegangan Staf tentang Kebijakan Komunikasi Publik dengan 
prosedur langkah demi langkah untuk memandu staf ADB dalam menyediakan informasi dan 
dokumen operasional. Buku pegangan yang terpisah akan dibuat dan diperbaharui menurut 
kebutuhan untuk memandu peminjam dan klien ADB dalam melaksanakan Kebijakan ini. 
Semua buku pegangan wajib dimuat dalam situs web ADB.  
 

d. Penyebaran Informasi Tingkat Negara 

148. ADB akan terus berbagi produk pengetahuannya melalui program perpustakaan 
(depository library) dan perpustakaan regional. Tujuan utama dari program pusat informasi 
publik ADB adalah untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas publikasi dan informasi 
mengenai kegiatan ADB. Kemitraan baru dengan sejumlah pusat-pusat kajian, lembaga-
lembaga akademis dan mitra pembangunan lainnya akan diprioritaskan di negara-negara 
berkembang yang menjadi anggota ADB. 
 

4. Kantor Perwakilan Utama dan Kantor Perwakilan  

149. Kantor perwakilan utama (representative office) dan kantor perwakilan yang lebih kecil 
(resident mission) berada di "garis depan" dan berperan amat penting dalam mengembangkan 
dan menjaga profil ADB, mengingat kedekatan mereka dengan khalayak sasaran, keahlian 
mereka di bidang operasional dan ekonomi, dan pemahaman mereka mengenai budaya dan 
komunikasi yang unik di negara atau di wilayah di mana kantor-kantor tersebut berada.  
 
150. Kepala kantor-kantor perwakilan ADB adalah komunikator kunci ADB dan akan 
ditugaskan untuk memperluas dan memperkuat interaksi ADB dengan media, para pembentuk 
opini, dan para pembuat keputusan di negara atau wilayah mereka. ADB harus menunjuk 
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individu-individu yang memiliki keahlian operasional, kemampuan berkomunikasi, dan sikap 
yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.   Pelatihan akan diberikan bagi 
kepala staf senior dan staf ahli di kantor perwakilan untuk berkomunikasi dan terlibat secara 
efektif dengan media. 
 
151. ADB akan sedikit demi sedikit meningkatkan jumlah staf hubungan eksternal di kantor-
kantor perwakilan. Staf hubungan eksternal akan menyediakan dukungan dan nasihat 
profesional bagi kepala kantor perwakilan. Mereka juga akan menjadi bagian dari tim 
manajemen kantor perwakilan, dan akan mengetahui sepenuhnya semua kegiatan yang terjadi 
di kantor perwakilan tersebut. Staf hubungan eksternal kantor perwakilan memiliki rincian dan 
kualifikasi pekerjaan yang konsisten dan akan mendapatkan pelatihan secara terstruktur dan 
berkesinambungan. 
 
152.  Tanggung jawab utama dari staf hubungan eksternal di kantor-kantor perwakilan 
mencakup; menciptakan dan memelihara hubungan dengan sektor publik maupun swasta 
secara luas agar mereka bisa berinteraksi dengan staf senior ADB; memastikan bahwa media 
lokal dan internasional bisa berhubungan dengan wakil-wakil ADB dan mendapatkan informasi 
mengenai ADB dan memantau berita lokal, nasional dan internasional baik dalam bahasa 
Inggris maupun dalam bahasa setempat yang menjadi kepentingan ADB; dan membantu staf 
kantor perwakilan dan masyarakat umum negara tersebut dalam memahami persyaratan 
pengungkapan Kebijakan ini. 
 
153. Untuk meningkatkan konsistensi dan manfaat pembagian informasi, semua staf 
hubungan eksternal di kantor-kantor perwakilan dan DER, yang terdiri dari jaringan atau 
masyarakat atau praktisi hubungan eksternal akan bertatap muka langsung secara rutin dan 
melalui konferensi video dan  sarana komunikasi online, sesuai kebutuhan. Staf hubungan 
eksternal kantor perwakilan ADB akan mempunyai dua jalur pertanggungjawaban yakni kepada  
direktur kantor perwakilan atau direktur regional ADB di negara yang bersangkutan dan kepada 
DER. 
 
154. DER akan mengawasi koordinasi layanan dan jaminan kualitas terjemahan yang 
dilakukan oleh kantor-kantor perwakilan.  
 

5. Komite Penasihat Pengungkapan Informasi Publik 

155. Komite Penasehat Pengungkapan Informasi Publik (PDAC) berkewajiban menafsirkan, 
memantau, dan meninjau ketentuan pengungkapan informasi yang ada di dalam Kebijakan. 
PDAC akan beranggotakan seorang Direktur Eksekutif (Managing Director, yang berfungsi 
sebagai ketua), Direktur Utama DER (Principal Director), Sekretaris, Penasehat Hukum 
(General Counsel), dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PDAC akan 
bertemu sesuai kebutuhan, untuk meninjau permintaan informasi yang ditolak oleh departemen-
departemen dan kantor-kantor ADB lainnya.  
Komite ini memiliki wewenang untuk menguatkan atau membalikkan keputusan sebelumnya  
yang menolak akses untuk mendapatkan informasi, kecuali keputusan untuk membatasi akses 
informasi yang dibuat oleh Dewan Direktur dan Presiden ADB (lihat paragraf 137). PDAC akan 
meninjau dan mendukung laporan tahunan mengenai Kebijakan Komunikasi Publik dengan 
cara menilai pelaksanaan elemen-elemen pengungkapan yang ada dalam Kebijakan. Laporan 
tahunan ini akan memuat ringkasan permintaan informasi yang ditolak oleh ADB, serta juga 
rekomendasi-rekomendasi untuk mengubah Kebijakan, bagian Manual Operasional terkait, atau 
struktur organisasi yang menunjang ADB dalam mengungkapkan informasi kepada publik. 
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 6. Panel Banding Independen 
 
156. Panel Banding Independen (IAP) akan mempertimbangkan permintaan banding yang 
menyatakan bahwa ADB melanggar kebijakan dengan membatasi akses ke informasi yang 
biasanya diungkapkan berdasarkan Kebijakan ini. Panel ini memiliki wewenang untuk 
menguatkan atau membalikkan keputusan PDAC untuk menolak akses informasi, kecuali untuk 
hal-hal yang tidak dapat diajukan banding kepada IAP (lihat paragraf 167-169). 
 

7. Peminjam/Klien  

157. Bagi proyek ADB, sebagian besar tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi ada 
pada peminjam/klien. Peminjam/klien akan bekerja sama dengan staf departemen operasional 
untuk menyediakan suatu tempat (focal point) dalam wilayah proyek untuk berdialog tentang 
proyek bersama dengan masyarakat yang terkena dampak (paragraf 82). Penanggung jawab 
tempat(focal point) itu dapat menggunakan situs web ADB untuk mengakses informasi 
mengenai proyek dan negara yang bersangkutan serta mengungkapkan informasi tersebut 
kepada pihak yang berminat, dengan menggunakan mekanisme penyampaian yang sesuai 
dengan cara dan budaya setempat. 
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B. Prosedur untuk Mendapatkan Informasi 

1. Pengungkapan Informasi Secara Proaktif 

158. Situs web ADB akan berfungsi sebagai sarana utama dalam mengungkapkan informasi 
dan dokumen secara proaktif sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kebijakan. Sarana 
pengungkapan proaktif informasi dan dokumen lainnya (misalnya, informasi untuk mendukung 
proses konsultasi) akan digunakan oleh ADB danpeminjam/klien, tergantung dari penerima atau 
khalayak yang dimaksudkan serta tujuan pengungkapan informasi tersebut.  
  

2. Permintaan Informasi 

159. Semua permintaan informasi dan dokumen harus diterima secara tertulis (melalui email, 
surat, formulir umpan balik melalui Internet, atau faksimili). Permohonan dapat ditujukan kepada 
InfoUnit, kepada kantor perwakilan ADB yang bersangkutan, atau ke departemen operasional. 
 
160. Jika sesuai departemen operasional yang bersangkutan berkewajiban menentukan 
apakah dokumen yang diminta memuat informasi yang tidak boleh diungkapkan karena terkait 
dengan ketentuan yang diuraikan dalam paragraf 130-137.   ADB dapat berkonsultasi dengan 
peminjam, klien, atau penyandang dana bersama, jika diperlukan. InfoUnit DER berkewajiban 
memberikan arahan bagi departemen-departemen lain mengenai interpretasi Kebijakan sesuai 
kebutuhan.   
 
161. Informasi historis tersedia jika diminta, dan untuk ini berlaku perkecualian yang 
diuraikan dalam paragraf 134 Kebijakan ini. Permintaan untuk informasi historis harus 
menunjukkan informasi yang diminta secara spesifik; permintaan yang terlalu luas atas akses 
terhadap informasi historis tak akan diterima.  
 

3.      Batas Waktu Bagi Tanggapan terhadap Pemintaan Informasi Baru 

162. ADB berkewajiban memberitahukan tentang diterimanya suatu permintaan dalam waktu 
5 hari kerja. ADB berkewajiban menginformasikan kepada pemohon segera setelah keputusan 
diambil, dan dalam setiap kasus, tidak lebih dari 30 hari kalender setelah permintaan diterima. 
Dalam tanggapannya, ADB berkewajiban menyediakan informasi yang diminta atau jika tidak, 
mengemukakan alasan mengapa permintaan tersebut ditolak, sambil mengacu kepada 
ketentuan dalam Kebijakan yang menjadi dasar penolakan. Apabila ADB menolak memberikan 
informasi yang diminta, ADB harus memberitahu kepada pemohon informasi hak mereka untuk 
mengajukan banding sesuai dengan paragraf 165-169 Kebijakan ini. ADB berkewajiban 
memuat dalam situs webnya, daftar permintaan yang sedang ditinjau, dan keputusan atas 
permintaan-permintaan tersebut serta alasan dalam pengambilan keputusan. 
 

4.       Bahasa yang Digunakan dalam Permintaan  

163. Permintaan dapat disampaikan ke ADB dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi atau 
bahasa nasional anggota ADB. Permintaan informasi dan dokumen yang disampaikan dalam 
bahasa selain bahasa Inggris dapat dialamatkan ke kantor perwakilan yang relevan. 
 

5. Pengajuan Banding  

164. Telah diusulkan agar ADB memberlakukan proses banding dua tahap dimana pemohon 
dapat mengajukan banding apabila ia merasa bahwa permohonannya ditolak tanpa alasan 
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kuat, atau bahwa Kebijakan telah diinterpretasikan secara tidak semestinya, pemohon dapat 
mengajukan keluhan secara tertulis kepada Public Disclosure Advisory Committee, Asian 
Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines, atau 
melalui e-mail ke pdac@adb.org, or by fax to +63 2 636 2649. Penyelesaian yang tersedia bagi 
pemohon informasi yang mengajukan banding adalah terbatas pada menerima informasi yang 
diminta. Proses banding dua tahap akan ditetapkan sebagai berikut:  
 

a. Komite Penasehat Pengungkapan Informasi Publik (PDAC) 
 

165. Seorang pemohon yang ditolak permohonannya untuk mendapatkan informasi oleh  ADB 
dapat mengajukan banding kepada PDAC jika dia mampu menunjukkan secara  jelas bahwa 
ADB telah melanggar Kebijakannya dengan membatasi secara tidak benar atau tanpa alasan 
akses untuk mendapatkan informasi yang biasanya diungkapkan menurut Kebijakan. 
 
166. PDAC akan memberitahukan perihal diterimanya permintaan banding  itu dalam waktu 5 
hari kerja. Komite akan bertemu sesegera mungkin untuk mempertimbangkan permintaan  
banding  tersebut. Dalam mempertimbangkan permintaan banding yang menuduh adanya 
pelanggaran yang dilakukan oleh ADB terhadap Kebijakannya dengan membatasi secara tidak 
benar atau tanpa alasan akses untuk mendapatkan informasi yang biasanya diungkapkan 
menurut Kebijakan. PDAC akan mempertimbangkan perkecualian yang ada serta kepentingan 
publik dalam pengungkapan informasi tersebut. PDAC wajib memberitahukan keputusannya 
kepada pemohon secara tertulis, sambil mengemukakan alasan-alasan, segera setelah sebuah 
keputusan dibuat, dan untuk setiap kasus, tidak lebih dari 30 hari kalender setelah permintaan 
banding  diterima.  
 
  b.         Panel Banding Independen 
 
167. Jika PDAC bertahan pada keputusan awal untuk menolak memberikan akses informasi, 
pemohon dapat mengajukan banding kepada Panel Banding Independen (IAP) yang akan 
terdiri dari tiga ahli dari luar ADB dalam hal akses untuk mendapatkan informasi.33 IAP akan 
mempertimbangkan permintaan banding yang menuduh ADB melanggar kebijakannya dengan 
membatasi akses untuk mendapatkan informasi yang biasanya boleh diungkapkan berdasarkan 
Kebijakan ini. IAP tidak akan mempertimbangkan permintaan banding terkait permintaan untuk 
mengesampingkan pengecualian dari Kebijakan. Panel akan memiliki kewenangan untuk 
menguatkan atau membalikkan keputusan yang relevan dari PDAC, dan keputusan IAP dalam 
kasus tersebut akan bersifat final. IAP akan melakukan upaya terbaik untuk mempertimbangkan 
semua permohonan yang diterima dalam jangka waktu yang wajar. 
 
168. Semua banding ke PDAC (tahap pertama banding) atau IAP (tahap kedua banding) harus 
diajukan secara tertulis dalam waktu 60 hari kalender terhitung dari keputusan untuk menolak 
akses informasi tersebut diambil. Pengajuan banding harus disampaikan melalui surat yang 
ditujukan kepada PDAC atau IAP melalui InfoUnit di Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Filipina, atau melalui email ke disclosure@adb.org, atau 
melalui fax ke +63 2 636 2649. Pengajuan banding yang diterima setelah masa 60 hari untuk 
mengajukan banding akan dianggap melampaui batas waktu dan tidak akan dipertimbangkan. 
Semua pengajuan banding harus dibuat dalam surat singkat dan memuat: 
 
  (I) uraian dari informasi yang awalnya diminta; dan 

                                                
33

 Anggota-anggota IAP akan ditunjuk oleh Presiden ADB dan disetujui oleh Dewannya.  
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 (ii) pernyataan penjelasan yang mengemukakan fakta dan alasan yang 
mendukung pernyataan pemohon bahwa ADB melanggar kebijakannya dengan 
tidak benar atau tidak tepat menafsirkan atau membatasi akses untuk 
mendapatkan informasi yang diminta 
 

169. Pemohon harus diberitahukan jika banding thersebut ditolak (a) karena gagal untuk 
mengajukannya dalam waktu yang ditentukan, (b) karena gagal dalam memberikan informasi 
yang memadai yang mendukung permintaan banding tersebut, atau (c) karena PDAC atau  IAP 
tidak memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah yang diajukan untuk banding.34 
Jika PDAC atau IAP bertahan pada keputusan sebelumnya untuk menolak akses untuk 
mendapatkan informasi yang diminta, pemberitahuan kepada pemohon harus menjelaskan 
alasannya. Jika PDAC atau IAP membalikkan keputusan untuk menolak akses terhadap 
informasi, maka pemohon harus diberitahu tentang keputusan tersebut dan proses untuk 
mendapatkan informasi yang diminta oleh pemohon. ADB akan memuat di situs webnya daftar 
semua permohonan banding yang diterima, jenis dari setiap banding, dan keputusan yang 
diambil dalam setiap kasus. Daftar akan diperbarui pada saat penerbitan suatu keputusan oleh 
PDAC maupun IAP. 
 

C. Pemantauan dan Pembuatan Laporan 

170. ADB akan memantau pelaksanaan Kebijakan dan mengevaluasi hasilnya. ADB 
berkewajiban menyediakan bagi publik hasil-hasil pemantauan ADB mengenai kegiatannya 
dalam pengungkapan informasi yang tersedia dalam  laporan tahunan di situs web ADB.  
 
171. ADB menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan isu-isu, 
mengakses informasi dan berhubungan secara efektif dengan ADB dalam melaksanakan 
Kebijakan. ADB tidak akan mengungkapkan nama individu atau kelompok yang menyuarakan 
keprihatinan mereka mengenai pelaksanaan Kebijakan.  
 

D.  Tinjauan dan Perubahan  

172. ADB mungkin perlu meninjau dan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
Kebijakan agar mencerminkan pengalaman dalam pelaksanaan, perubahan dalam praktik ADB,  
hasil-hasil tinjauan atas kebijakan dan strategi ADB lainnya, dan perubahan dalam cara-cara 
pengungkapan informasi di luar ADB. Keluwesan akan dibutuhkan dalam mengintegrasikan 
perubahan-perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ADB mungkin merevisi 
atau mengubah Kebijakan, sebagaimana dibutuhkan, setelah ada persetujuan dari Direksi.  
 
173. ADB berkewajiban melaksanakan suatu tinjauan menyeluruh setelah jangka waktu 
tertentu, tidak lebih dari 5 tahun sejak tanggal berlakunya Kebijakan. Tinjauan tersebut akan 
secara aktif melibatkan individu dan organisasi-organisasi yang berkepentingan.  
 

VII. TINJAUAN  KEPATUHAN 

174. Persyaratan pengungkapan informasi yang diatur oleh Kebijakan wajib diawasi oleh 
tinjauan kepatuhan yang sejalan dengan Mekanisme Akuntabilitas ADB.  Kebijakan yang 
dipaparkan dalam paragraf 31-42, persyaratan terperinci mengenai pengungkapan informasi 

                                                
34

 PDAC dan IAP tidak punya kewenangan untuk mempertimbangkan permintaan banding atas keputusan-keputusan 
Dewan Direktur dan Presiden untuk membatasi akses informasi (lihat paragraf 137). IAP tidak memiliki wewenang 
untuk mempertimbangkan permintaan untuk mengesampingkan Kebijakan (Pertimbangan kepentingan umum). 
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yang dipaparkan dalam paragraf 62-137, dan pengaturan pelaksanaan Kebijakan yang 
dipaparkan dalam paragraf 161-171wajib diawasi oleh tinjauan kepatuhan yang berada di 
bawah Mekanisme Akuntabilitas ADB.  
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PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA BANK-BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL 
LAIN 

 
1. Prinsip panduan umum kebijakan pengungkapan informasi bank pembangunan 
multilateral (MDB) adalah kebutuhan akan peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam 
kegiatan dan praktiknya. Organisasi-organisasi komparator Bank Pembangunan Asia (ADB) 
baru-baru ini telah melakukan revisi atas kebijakan pengungkapan informasi mereka atau 
sedang merevisi kebijakan mereka, agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 
Dalam setiap lembaga ini,  revisi kebijakan juga mencakup peningkatan lingkup dokumen yang 
diungkapkan dan pengefisienan  akses atas informasi tersebut. 

  
1. Bank Pembangunan Afrika  

2. Bank Pembangunan Afrika (AfDB) pada bulan Maret 2004 menyetujui Kebijakan 
Pengungkapan Informasi, yang kemudian diubah pada bulan oktober 2005 yang berusaha 
mengungkapkan semua informasi mengenai operasi dan kegiatannya kecuali jika ada alasan 
mendesak untuk tidak melakukannya.   
 
3. Dalam hal informasi operasional, kebijakan ini menetapkan lingkup yang luas mengenai 
dokumen yang akan disediakan bagi publik, termasuk gambaran ringkas mengenai setiap 
dokumen dan indikasi tahap dalam proses persiapan yang akan disediakan. Kebijakan ini juga 
mencakup referensi yang spesifik atas informasi keuangan, administrasi, dan hukum mengenai 
kelompok AfDB yang akan disediakan bagi publik. 
 
4. Misalnya, kebijakan itu menetapkan bahwa draf dokumen-dokumen operasional dan 
draf dokumen-dokumen strategi nasional akan diungkapkan paling lambat 50 hari sebelum 
Dewan membahas dokumen-dokumen tersebut guna meningkatkan partisipasi dan konsultasi 
para pemangku kepentingan.  

 
5. Kategori informasi yang tetap konfidensial berkisar antara informasi keuangan internal 
yang dapat mempengaruhi kegiatan kelompok AfDB dalam pasar modal dan keuangan, hingga 
informasi keuangan, bisnis atau informasi yang dilindungi hak cipta mengenai entitas swasta 
yang diterima oleh kelompok AfDB dalam melakukan  analisa dan negosiai pinjaman kecuali 
kalau entitas swasta tersebut memberi ijin untuk menyampaikan informasi tersebut. 
 
6. Ketika menyetujui revisi Kebijakan Pengungkapan Informasi , dewan AfDB 
mengarahkan agar kebijakan tersebut diperbaharui secara teratur untuk memastikan 
dimasukkannya praktik terbaik dari lembaga-lembaga sejenis.  

 

2. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 

7. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) telah menyetujui Kebijakan 
Akses Publik dan Pengungkapan Informasi pada bulan April 1996, diikuti dengan Kebijakan 
Informasi Publik (PIP) pada bulan Juni 2000. PIP direvisi tahun 2003, 2006, dan kemudian 
direvisi lagi pada bulan Mei 2008.  Versi PIP yang sekarang ini mulai berlaku bulan September 
2008. 
 
8. Profil proyek (dokumen ringkasan proyek) tersedia untuk umum dalam situs web EBRD 
(www.ebrd.com) selama minimal 30 hari sebelum dewan membuat pertimbangan bagi proyek 
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sektor publik, dan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa resmi negara di mana proyek itu 
berada. Informasi itu diperbaharui jika proyek secara material berubah..  
 
9. Sesuai dengan kebijakan tahun 2008, masyarakat diberi waktu 45 hari kelender untuk 
memberi komentar mengenai persiapan strategi negara. Dokumen tambahan yang merangkum 
komentar yang diterima dan tanggapan tim negara tersebut atas komentar yang diterima 
diserahkan kepada komite eksekutif dan direksi sebelum dibahas dalam lokakarya-lokakarya 
tentang strategi negara tersebut. Dokumen tambahan itu akan dimuat dalam situs web EBRD 
setelah ada persetujuan dari dewan atas strategi negara itu dan strategi akhir yang disetujui 
diterjemahkan dalam bahasa resmi setempat.  Kebijakan tersebut juga menetapkan bahwa draf 
kebijakan sektoral akan dimuat dalam situs web EBRD supaya dapat dikomentari, paling sedikit 
45 hari kalender setelah diskusi para direksi sebelum diadakannya rapat dewan direksi   . 
 
10. PIP 2008 mencakup komitmen untuk menyiarkan analisa mengenai dampak lingkungan 
dan sosial selama minimal 60 hari untuk proyek sektor swasta dan minimal 120 hari bagi proyek 
sektor publik sebelum dipertimbangkan oleh Dewan dalam kantor pusat EBRD di London dan 
kantor perwakilan terkait di negara di mana proyek itu berada. Kepastian jumlah hari 
merupakan komitmen pengungkapan EBRD, dan dengan demikian terdapat dalam PIP  dan 
bukan dalam kebijakan lingkungan dan sosial. 
 
11. EBRD memuat dalam situs webnya laporan tahunan pelaksanaan kebijakan 
pengungkapan, merangkum komitmen dalam PIP dan bagaimana pemenuhannya.  

 
3. Bank Investasi Eropa  

12. Bank Investasi Eropa (EIB) berkomitmen untuk memberi pemangku kepentingan akses atas 
informasi yang akan memungkinkan mereka memahami tata pemerintahan, strategi, kebijakan, 
kegiatan, praktik, kinerja, dampak dan hasilnya. Kebijakan Transparansi EIB yang baru mulai 
berlaku Februari 2010. Semua informasi yang dimiliki EIB wajib diungkapkan atas permintaan, 
kecuali jika terdapat alasan mendesak untuk tidak diungkapkan. Karena EIB beroperasi sebagai 
bank, maka terdapat hambatan tertentu dalam informasi yang diungkapkan. 
 
13. Untuk mendorong aksesibiitas informasi, EIB berkomitmen untuk menerapkan aturan 
mengenai bahasa yang mempertimbangkan kebutuhan publik.   
 
14. Dalam batasan yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang diterapkan,  keputusan 
akhir mengenai informasi apa yang dapat disampaikan ke publik harus berada pada Bank itu, 
yang juga akan menentukan dokumen mana yang akan diterbitkan, melalui situs webnya, 
dan/atau dalam bentuk kertas, dan dokumen mana yang tersedia hanya atas permintaan. 
Sebagai aturan umum, dokumen yang dianggap menarik minat publik, yang dapat menarik 
minat sejumlah besar pemangku kepentingan dan/atau anggota masyarakat, akan diterbitkan. 
 
15. Meskipun EIB berkomitmen pada kebijakan pengungkapan dan transparansi, EIB juga  
berkewajiban untuk menghargai kerahasiaan profesional, sesuai dengan hukum Eropa. 
Peraturan nasional dan standar sektor perbankan yang meliputi kontrak bisnis dan kegiatan 
pasar juga diterapkan pada EIB. Perkecualian mencakup informasi yang merupakan bagian dari 
hubungan konfidensial Bank dengan mitra bisnisnya.  
 
16. EIB berkomitmen untuk terus terlibat, secara sukarela, dalam konsultasi publik atas 
kebijakan tertentu.  
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17. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan menerima informasi 
pada waktunya dari EIB. Semua jawaban terhadap permintaan haruslah beralasan.   
 
18 Sumber daya ditugaskan untuk melaksanakan Kebijakan Transparansi di seluruh 
organisasi. Meja informasi akan dipasang di seluruh kantor regional EIB untuk menyediakan 
informasi tentang kegiatan EIB bagi penduduk setempat. 
 
19. Mekanisme Keluhan EIB memungkinkan pemangku kepentingan untuk naik banding jika 
mereka merasa bahwa EIB telah gagal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kebijakan 
Transparansi. 
 

4. Bank Pembangunan Antar-Amerika 

20. Pada bulan Desember 2009, Dewan Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Antar-
Amerika (IDB) memberi wewenang pada dewan peninjau atas kebijakan transparansinya. 
Kebijakan Akses atas Informasi IDB disetujui oleh Dewan pada tanggal 12 Mei 2010, dan akan 
mulai berlaku pada bulan Januari 2011.  
 
21 Untuk menekankan sikap yang berpihak pada pengungkapan, IDB tak akan lagi 
menerbitkan ” informasi “daftar positif yang secara rutin diungkapkan. Kebijakan ini berlaku bagi 
informasi yang dihasilkan oleh IDB dan bagi informasi tertentu yang dimilikinya,  dengan 
ketentuan tentang  daftar perkecualian pengungkapan. Selain itu, dalam lampiran 1 kebijakan 
ini juga memuat daftar informasi tertentu yang tak akan diungkapkan.  
 
22. Kebijakan ini memungkinkan pengungkapan informasi lebih banyak dari sebelumnya, 
khususnya mengenai cara kerja Dewan dan proyek yang tengah dijalankan. Kebijakan 
memperluas ketersediaan agenda dan catatan rapat hingga berbagai komite Dewan. 
Pernyataan direktur eksekutif individual dapat diungkapkan atas dasar sukarela. Sejumlah 
dokumen pemantauan dan evaluasi proyek, termasuk laporan audit tahunan  proyek yang 
dibiayai IDB dan dijamin oleh negara, akan disediakan untuk pertama kalinya. Kebijakan ini juga 
memungkinkan pengungkapan dokumen Dewan tertentu secara bersamaan pada saat 
disampaikan ke Dewan, seperti strategi negara, proposal pinjaman, dan kerja sama teknis;  jika 
negara terkait tidak keberatan.  
 
23. Informasi yang tidak bersifat publik akan dideklasifikasikan seiring dengan berjalannya 
waktu, menurut kebijakan ini. Jika permintaan akses akan informasi ditolak, pihak yang 
meminta informasi itu dapat naik banding ke tingkat kedua pada panel independen.  
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5. Kelompok Bank Dunia  

a. Korporasi Keuangan Internasional 

4. Korporasi Keuangan Internasional (IFC) memulai tinjauan atas Kebijakan 
Pengungkapan Informasi 2006 lembaga ini, sebagai bagian dari tinjauan Kerangka Kerja 
Keberlanjutan IFC, pada bulan September 2009. Tujuan luas dari tinjauan Kebijakan 
Pengungkapan itu adalah untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan tentang kinerja 
proyek serta dampak pembangunan.  

b. Badan Penjamin Investasi Multilateral  

25. Kebijakan Pengungkapan Informasi dari Badan Penjamin Investasi Multilateral  (MIGA) 
mulai berlaku sejak 1 Juli 2007 dan menggantikan secara keseluruhan Kebijakan 
Pengungkapan MIGA yang berlaku mulai Juli 1999.  
 
26. MIGA menyediakan informasi terkait dengan kegiatannya yang akan memungkinkan 
klien, mitra dan pemangku kepentingannya (termasuk masyarakat yang terkena dampak), dan 
anggota masyarakat lainnya yang berkepentingan, untuk lebih memahami, dan untuk terlibat 
dalam diskusi yang matang mengenai kegiatan bisnis MIGA, keseluruhan pembangunan dan 
dampak lain dari kegiatannya, serta kontribusinya bagi pembangunan. Informasi yang 
disediakan oleh MIGA sesuai dengan prinsip ini dapat dikategorikan sebagai informasi 
kelembagaan mengenai MIGA, dan informasi terkait dengan kegiatan yang didukung oleh 
MIGA. Meskipun sebagian besar tanggung jawab atas pengungkapan informasi tentang 
kegiatan yang didukung MIGA berada pada klien MIGA yang bersangkutan, MIGA 
menyediakan informasi khusus tertentu, termasuk seperti yang diuraikan dalam Bagian III. C 
(Informasi Jaminan Terkait Proyek) dan Bagian III. D (Bantuan Teknis dan Layanan Nasehat). 
 
27. Terdapat sikap berpihak pada pengungkapan dalam hal informasi yang diuraikan di 
atas, tak ada ada alasan kuat untuk tidak mengungkapkan informasi semacam itu.  
 

c.     Bank Dunia 

28. Selama 15 tahun terakhir, kebijakan Bank Dunia mengenai pengungkapan informasi 
telah berkembang sebagai tanggapan atas perubahan dalam bisnisnya dan harapan yang 
meningkat dari para pemangku kepentingan, serta sesuai dengan komitmennya yang terus 
berlanjut untuk meningkatkan transparansi akan kegiatannya. Kebijakan Bank Dunia tentang 
Akses atas Informasi disetujui Dewan Direksi Eksekutifnya pada tanggal 17 November 2009, 
dan mulai  berlaku pada tanggal 1 Juli 2010. Kebijakan yang baru ini mencerminkan pergeseran 
fundamental pendekatan Bank Dunia dalam pengungkapan informasi –yang bergeser dari 
pendekatan yang menguraikan informasi apa yang dapat diungkapkan menjadi pendekatan 
yang memungkinkan Bank Dunia mengungkapkan informasi apapun yang dimilikinya, yang 
tidak berada dalam daftar perkecualian.  
 
29. Kebijakan ini memungkinkan pengungkapan informasi lebih banyak dari sebelumnya, 
khususnya informasi terkait dengan proyek yang tengah dipersiapkan dan yang sedang 
dilaksanakan, kegiatan analisis dan pemberian nasehat, serta cara kerja Dewan. Kebijakan ini 
juga menyediakan akses atas beberapa kebijakan dan strategi serta dokumen yang terkait 
dengan proyek pada saat yang sama ketika disampaikan ke Dewan Direksi untuk 
dipertimbangkan. Namun demikian, kebijakan ini melindungi kerahasian proses pembahasan 
yang menghasilkan keputusan dan tindakan, guna melindungi hubungan kepercayaan dengan 
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negara anggota dan untuk memastikan bahwa staf dapat secara terbuka dan bebas 
mengemukakan pendapat dan rekomendasi baik secara internal maupun kepada klien.   
 
30. Kebijakan ini berusaha untuk mencapai keseimbangan antara akses maksimal akan 
informasi dan usaha untuk menghargai informasi “konfidensial” yang pengungkapannya dapat 
mengakibatkan kerugian atas kepentingan yang didefinisikan dengan tepat. Kebijakan ini 
mencakup daftar informasi yang tak akan diungkapkan, yang diacu sebagai “perkecualian”. 
Tetapi Bank Dunia akan menggunakan haknya untuk mengungkapkan, dalam kondisi luar 
biasa, informasi tertentu yang diperkecualikan, jika diputuskan bahwa manfaat secara 
keseluruhan dari pengungkapan itu akan lebih besar daripada kerugian yang potensial 
terhadap kepentingan yang dilindungi oleh perkecualian itu. Demikain juga halnya, Bank Dunia 
akan menggunakan haknya untuk tidak mengungkapkan, dalam keadaan luar biasa, informasi 
yang biasanya akan diungkapkan, jika diputuskan bahwa pengungkapan itu kemungkinan 
besar akan mengakibatkan kerugian melebihi manfaat pengungkapan.  
 
31. Sesuai dengan kebijakan yang telah direvisi, Bank Dunia akan menyediakan informasi 
secara rutin kepada masyarakat sebanyak mungkin dan sepraktis mungkin, khususnya dalam 
situs web eksternalnya, dan akan menerapkan prosedur yang jelas dan efektif dari sisi biaya 
bagi permintaan dan tanggapan atas permintan informasi. Bank Dunia juga akan menyediakan 
proses banding dua tingkat; tingkat kedua merupakan mekanisme yang independen dari 
Manajemennya, untuk mereka yang yakin bahwa Bank Dunia  menolak memberikan akses atas 
informasi tanpa alasan yang jelas.  Akhirnya, kebijakan ini mengakui bahwa kepekaan sebagian 
informasi berkurang seiring berjalannya waktu, dan sudah waktunya untuk dideklasifikasi, dan 
beberapa informasi yang berkategori terbatas/peka dapat diungkapkan.  
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KERANGKA KERJA  HASIL BAGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI PUBLIK ADB 
 

Ringkasan Desain Indikator/Target 
Mekanisme 

Pengawasan/Pelaporan  
Dampak 
Efektifitas pembangunan 
yang lebih baik 
 

 
Dipantau oleh Laporan 
Perkembangan Agenda 
Reformasi  

 
Laporan tentang kajian efektivitas 
pembangunan  
 

Hasil 
Kepercayaan para pemangku 
kepentingan pada, dan 
kemampuan mereka untuk 
berurusan dengan ADB 
sangat meningkat 
 

 
Perbaikan persepsi para 
pemangku kepentingan tentang 
ADB dan dalam penilaian mereka 
mengenai keterbukaan, 
akuntabilitas dan kemitraan ADB  

 
• Kajian menyeluruh tentang 

Kebijakan setelah 5 tahun  
• Survei persepsi para pemuka 

pendapat(tiap 3 tahun) 
• Survei Klien dan kemitraan, dan 

penilaian para pemangu 
kepentingan yang lain  

 

Hasil 
1. Hubungan eksternal ADB 

yang bersifat proaktif 
 

 
• Mempertahankan paparan di 

media internasional, regional 
dan nasional yang utama 

• Situs web eksternal ADB yang 
mudah dimengerti dan 
informatif senantiasa 
terpelihara 

• Strategi komunikasi tentang 
inisiatif, proyek dan kebijakan 
ADB dibuat dan dijalankan  

• Publikasi utama yang bermutu 
tinggi  dibuat dan disebarkan  

 

 
• Survei persepsi para pemangku 

kepentingan (setiap 3 tahun)  
• Media dan alat pantau situs web 

eksternal ADB (mis: statistik 
tahunan situs web atau laporan 
tahunan web)  

• Laporan tahunan Kebijakan 
Komunikasi Publik (PCP)  

 
 

 
• Pembelian, Pengunduhan, dan 

penggunaan publikasi-publikasi 
utama ADB 

 

2. Akses yang lebih baik 
untuk mendapatkan  
informasi tentang 
kegiatan-kegiatan ADB 

 

• Komunikasi dan pembagian 
informasi yang telah 
diintegrasikan ke dalam 
proyek-proyek dan program-
program bantuan ADB  

• 100% permohonan informasi 
dipenuhi dalam waktu 30 hari  

• 100% kepatuhan pada 
persyaratan pengungkapan 
informasi  

• Kenaikan jumlah dokumen 
yang dimuat dalam situs web 
ADB 

• Meningkatnya jumlah 
terjemahan dokumen untuk 
meningkatkan kesadaran serta 
dokumen-dokumen lainnya 

• Laporan tahunan PCP 
 
 
 
 
• Data Sistim pelacakan 

Permintaan Informasi (IRTS) 
tentang perminataan yang telah 
diproses dan laporan tahunan 
PCP  

 
• Laporan-laporan InfoUnit  

tentang kepatuhan  dalam 
pengungkapan informasi  dan 
Laporan tahunan PCP 

 
• Laporan tahunan PCP 
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Ringkasan Desain Indikator/Target 
Mekanisme 

Pengawasan/Pelaporan  

  
 
 
• Laporan tahunan PCP  

 
 
 

 
Kegiatan-kegiatan dengan 
patokan-patokannya 
 
1.1 Menyiapkan rencana 

aksi untuk Strategi PCP 
yang direvisi  
 
 

1.2 Terus memperbaiki situs 
web ADB untuk 
memenuhi harapan dan 
kebutuhan pengguna 
(yaitu, kemudahan 
penggunaan, 
aksesibilitas, dll) 

 
2.1 Meciptakan Panel 

Banding Independen 
(IAP) 

 
2.2 Mempersiapkan / 

memperbarui dan 
menyebarluaskan buku 
pegangan staf tentang 
Kebijakan yang telah 
direvisi 

 
2.3 Menyusun dan 

menyebarluaskan dan 
buku pegangan bagi 
peminjam dan klien dan  
/ atau materi 
peningkatan kesadaran 
tentang Kebijakan yang 
telah direvisi 

 
2.4 Mengadakan pelatihan 

dan kegiatan-kegiatan 
peningkatan kesadaran 
tentang Kebijakan yang 
telah direvisi dengan staf 

 
 
 
• Menjelang tanggal berlakunya 

PCP yang telah direvisi 
 
 
 
• Secara berkelanjutan  
 
 
 
 
 
 
 

• Menjelang tanggal berlakunya 
PCP yang telah direvisi 

 
 
 

• Diedarkan pada staf menjelang 
tanggal berlakunya PCP yang 
telah direvisi 

 
 
 
• Dalam waktu 3 bulan dari 

berlakunya PCP yang telah 
direvisi  

 
 
 
 

 
 
• Dalam batas 1 tahun sejak 

PCP yang direvisi disyahkan  
 
 
 

 
 
 
• Rencana Aksi 
 
 
 
 
• Tes kemudahan dalam 

penggunaan Eksternal atau 
survei pengguna online 

 
 
 
 

 

• IAP didirikan sebagaimana 
dilaporkan dalam siaran pers, 
website PCP, dan laporan 
tahunan PCP    

 

• Penerbitan buku pegangan bagi 
staf  

 
 
 

 
• Penerbitan buku pedoman 

dan/atau material untuk 
meningkatkan kesadaran   

 
 
 
 
 
• Catatan pemantauan InfoUnit  
• Laporan tahunan PCP  
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Ringkasan Desain Indikator/Target 
Mekanisme 

Pengawasan/Pelaporan  

dan para pemangku 
kepentingan yang 
relevan 

 
2.5 Mengkaji Kerangka 

Kerja Penterjemahan  
 
 
2.6 Memantau Kepatuhan 

tentang persyaratan 
pengungkapan 

 
 
 
 

• Diselesaikan dalam batas 
waktu 6 bulan setelah 
kebijakan disetujui  

•  
• Secara berkelanjutan (paling 

sedikit setiap tahun) 

 
 
 
 

• Dokumen Tinjauan   
 
 
 
• Catatan pemantauan InfoUnit 
• Laporan tahunan PCP  
 

ADB = Asian Development Bank, IAP = Panel Banding Indepen, IRTS = Sistim pelacakan permohonan informasi, PCP = 
Kebijakan Komunikasi Publik,  

  
 
 




